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Positif, dan Hukum Islam

Penyalahgunaan zat adiktif merupakan salah satu bentuk kenakalan anak yang marak
dilakukan oleh anak-anak di Kecamatan Blangkejeren. Perbuatan ini seringkali
dianggap sepele oleh masyarakat karena tidak adanya hukum yang secara khusus
mengatur terkait penyalahgunaan zat adiktif selain narkotika dan psikotropika.
Sedangkan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak
menegaskan perihal larangan membiarkan anak terjerat dalam penyalahgunaan zat
adiktif. Pertanyaan penelitian dalam skripsi ini adalah bagaimana bentuk-bentuk
penyalahgunaan zat adiktif yang dilakukan oleh anak-anak di Kecamatan
Blangkejeren serta bagaimana ketentuan hukum positif dan hukum Islam terkait
penyalahgunaan zat adiktif yang dilakukan oleh anak-anak di kecamatan tersebut.
Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum empiris dengan jenis
penelitian studi kasus (case studies) dimana pendekatan yang dilakukan dalam
penelitian ini meliputi pendekatan sosial, pendekatan psikologis, serta pendekatan
komparatif berdasarkan sumber data yang diperoleh melalui penelitian lapangan
(field research) dan penelitian kepustakaan (library research). Hasil penelitian
ditemukan bahwa bentuk-bentuk penyalahgunaan zat adiktif yang dilakukan oleh
anak-anak di Kecamatan Blangkejeren meliputi penyalahgunaan inhalansia (gas yang
dihirup) dan solven (zat pelarut), penyalahgunaan minuman beralkohol dan
penyalahgunaan rokok. Menurut hukum positif anak penyalahguna zat adiktif dapat
diberikan sanksi berupa tindakan maupun pidana, hal ini sesuai dengan ketentuan
Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak.
Demikian pula menurut hukum Islam anak dapat diberikan sanksi berupa pendidikan
maupun pengajaran serta ta’zir berdasarkan usia dan kepentingan anak. Adapun
untuk mengurangi penyalahgunaan zat adiktif, maka perlu dilakukan upaya
penanggulangan dan pencegahan baik dengan cara sosialisasi, pendidikan dan/atau
rehabilitasi maupun dengan cara perumusan undang-undang/qaniin.
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TRANSLITERASI

Keputusan Bersama Menteri Agama dan Menteri P dan K
Nomor: 158 Tahun 1987 — Nomor: 0543 b/u/1987

1. Konsonan

No. Arab Latin No. Arab Latin
. ‘ di Iar-nnbiankgkan i b L
2 - b 17 pEY 4
3 fll t 18 ' ¢
4 & 5 19 & g
5 z j 20 o f
6 C h 21 it q
7 ¢ kh . ! 4 k
8 K| d 23 Jd |
9 3 7 24 a m
10 J r 25 ) n
11 J z 26 9 w
12 g s 27 > h
13 8™ sy 28 & g
14 ul S 29 &$ y
15 ol d
2. Vokal

Vokal bahasa Arab, seperti vokal bahasa Indonesia, terdiri dari vokal tunggal
atau monoftong dan vokal rangkap atau diftong.
a. Vokal Tunggal
Vokal tunggal bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda harakat,
transliterasinya sebagai berikut:

viii



Tanda Nama Huruf Latin

Fathah a
Kasrah i
Dammah u

b. Vokal Rangkap
Vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara

harakat dan huruf, transliterasinya gabungan huruf, yaitu:

Taﬂﬂ"’r‘ﬂan Nama Gabungan Huruf
S < Fathah dan ya ai
9 Kasrah dan wau au
Contoh:
S : Kaifa J$ :haula
3. Maddah

Maddah atau vokal panjang yang lambangnya berupa harakat dan huruf,

transliterasinya berupa huruf dan tanda, yaitu:

AEIELEL SEN Nama Huruf dan Tanda
Huruf
/- Fathah dan alif 5
C atau ya
S o Kasrah dan ya 1
S Dammah dan wau a
Contoh:
3\3 s gala
A rama
d,-.é - Qila

:533.-3 - yaqilu



4. Ta Marbutah (3)

Transliterasi untuk ta marbutah ada dua.

a. Tamarbutah (3) hidup
Ta marbutah (3) yang hidup atau mendapat harakat fathah, kasrah, dan
dammabh, transliterasinya adalah t.

b. Ta marbutah (¢) mati
Ta marbutah (3) yang mati atau mendapat harakat sukun, transliterasinya
adalah h.

c. Kalau pada suatu kata yang akhir katanya ta marbutah (3) diikuti oleh
kata yang menggunakan kata sandangal, serta bacaan kedua kata itu

terpisah maka ta marbutah (3) itu ditransliterasikan dengan h.

Contoh:
J&kYI &3, . raudah al-atfal/ raudatul atfal
85l ABaal . 51-Madmah al-Munawwarah/

al- Madinatul Munawwarah

Al : Talhah

Catatan:

Modifikasi

1.  Nama orang berkebangsaan Indonesia ditulis seperti biasa tanpa transliterasi,
seperti M. Syuhudi Ismail. Sedangkan nama-nama lainnya ditulis sesuai kaidah
penerjemahan. Contoh: Hamad Ibn Sulaiman.

2. Nama negara dan kota ditulis menurut ejaan Bahasa Indonesia, seperti Mesir,
bukan Misr; Beirut, bukan Bayrut; dan sebagainya.

3.  Kata-kata yang sudah dipakai (serapan) dalam kamus Bahasa Indonesia tidak

ditransliterasi. Contoh: Tasauf, bukan Tasawuf.
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BAB SATU
PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Anak adalah bagian dari generasi muda yang memiliki peranan penting dalam
menentukan kehidupan suatu bangsa. Sejatinya anak merupakan salah satu sumber
daya manusia yang menjadi tonggak harapan dan penerus cita-cita perjuangan
bangsa dan negara. Mengingat pentingnya posisi mereka selaku pemuda dalam
kancah kehidupan bangsa, maka anak perlu mendapat kesempatan yang seluas-
luasnya untuk tumbuh dan berkembang dengan wajar baik secara rohani, jasmani,
maupun sosial, hal ini demi terwujudnya pemuda yang berkualitas, sejahtera, dan
berakhlak mulia.

Dalam membentuk karakter pemuda yang berkualitas, maka diperlukan peran
orangtua, keluarga, masyarakat, maupun pemerintah dalam pengawasannya, baik
sejak anak masih berusia dini sampai anak menginjak masa remaja. Hal ini
mengingat masa remaja adalah masa transisi yang penuh dengan pancaroba. Pada
masa ini umumnya seseorang penuh dengan energi dan rasa ingin tahu, selalu ingin
mencoba seseuatu yang baru, nekat, berani, belum sepenuhnya memiliki
pertimbangan yang matang, serta tidak mau ketinggalan. Masa ini kemudian dikenal

dengan istilah masa pencarian identitas atau jati diri.

'Khamim Zarkasih Putro, “Memahami Ciri dan Tugas Perkembangan Masa Remaja”, Jurnal
Aplikasi IImu-ilmu Agama (Aplikasia), Vol. 17, No. 1, 2017, him. 25-32.
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Dewasa ini semakin banyak masyarakat khususnya anak-anak yang telah
terseret dan terjerumus ke dalam perbuatan negatif seperti penyalahgunaan narkoba.
Narkoba sendiri merupakan singkatan dari narkotika dan obat atau bahan berbahaya
lainnya yang oleh Departemen Kesehatan Republik Indonesia kemudian
menyebutnya dengan istilah NAPZA (Narkotika, Psikotropika, dan Zat Adiktif
lainnya).

Narkoba kini marak dipergunjingkan orang lantaran telah banyak menyerang
masyarakat terutama generasi mudanya, tak terkecuali anak-anak di Kecamatan
Blangkejeren Kabupaten Gayo Lues. Di antara jenis narkoba yang tak kalah pamor di
kalangan anak-anak yaitu penyalahgunaan terhadap zat adiktif selain narkotika dan
psikotropika yang juga dapat mengakibatkan ketergantungan psikis serta gangguan
kesehatan bagi penggunanya.

Berdasarkan hasil observasi dan wawancara yang penulis lakukan dengan
beberapa tokoh masyarakat di antaranya seorang guru, penyuluh agama dan pegawai
Badan Narkotika Nasional Kabupaten Gayo Lues, salah satu bahan yang memiliki
sifat adiksi yang acapkali disalahgunakan oleh anak-anak di kecamatan ini ialah lem
cap kambing dan/atau lem fox. Wajar saja, hal ini karena kedua jenis lem tersebut
dirasa mudah untuk didapatkan di toko-toko terdekat dan relatif murah harganya.?

Penulis sendiri pernah  mendapati secara langsung anak yang
menyalahgunakan lem ini, saat itu ia melakukannya dengan cara memasukkan lem

terlebih dahulu ke dalam bungkusan plastik kecil, kemudian disembunyikan di dalam

“Wawancara dengan Zubaidah, Penyuluh Agama Kabupaten Gayo Lues, pada tanggal 02
Oktober 2018 di Blangkejeren.



pakaian agar sewaktu-waktu dapat dihirup uapnya. Menurut keterangan masyarakat
setempat perbuatan ini biasanya dilakukan di tempat-tempat sunyi dan tersembunyi
yang jauh dari jangkauan orangtua dan masyarakat, walaupun beberapa di antaranya
kini mulai terang-terangan melakukan aksinya.’

Selain itu, menurut pemaparan salah seorang guru Sekolah Dasar (SD), saat
ini masyarakat terutama orangtua, para pendidik dan penyuluh Badan Narkotika
Nasional Kabupaten Gayo Lues juga tengah dibuat resah oleh kelakuan anak-anak
yang mulai menggunakan vape (rokok elektrik) buatan yang dirakit secara khusus
menggunakan fittingan lampu, kawat tembaga, kapas atau cutton, baterai, dan selang
pipa. Penyalahgunaan e-rokok modifikasi ini dilakukan oleh anak-anak setingkat
Sekolah Dasar.*

Fenomena di atas merupakan salah satu dari sekian banyak wujud perilaku
Juvenile Delinquency yaitu kejahatan atau kenakalan anak dan remaja. Perilaku
menikmati uap yang dihasilkan melalui lem cap kambing dan juga uap hasil
pembakaran vape buatan ini kemudian masing-masing dikenal dengan istilah ngelem
dan ngevape atau ngevapor. Kedua perbuatan ini dapat disebabkan oleh beberapa
faktor, baik itu lingkungan, psikologis, maupun faktor lainnya. Tak jarang kita
jumpai seorang anak dapat menjadi delinkuen (nakal) bermula dari keadaan intern

keluarga yang kemudian dikembangkan dan ditunjang oleh pergaulan. Akan tetapi

*Wawancara dengan Fajri dan Arfah, Seorang teknisi dan pedagang grosir di Kecamatan
Blangkejeren, pada tanggal 04 Oktober 2018 di Blangkejeren.

*Wawancara dengan Ibu Fira, Guru Sekolah Dasar Negeri (SDN) 6 Blangkejeren, pada
tanggal 28 September 2018 di Blangkejeren.



tidak jarang pula seorang anak menjadi nakal justru karena meniru perbuatan kawan-
kawan sebayanya, kemudian didukung dan berkembang di dalam keluarga.®

Ditinjau dari segi dampak dan bahayanya, seorang penyalahguna zat adiktif
terkadang tidak mengetahui akibat dari perbuatannya, tetapi faktanya tak dapat
dipungkiri bahwa penyalahgunaan ini suatu waktu dapat mengakibatkan kerusakan
organ-organ tubuh bagi penggunanya seperti otak, hati, jantung, paru-paru, dan lain-
lain.® Selain itu, penyalahgunaan ini tidak hanya menyerang fisik saja, namun mental,
emosional, dan spiritual mereka pun akan ikut terganggu, bahkan virus pun akan
lebih mudah masuk ke dalam tubuh mereka. Penyalahgunaan dalam jangka panjang
bahkan dapat menyebabkan kerusakan otak hingga kematian.

Perbuatan ini tentunya tidak dapat dianggap sepele karena jika dibiarkan
secara terus-menerus, perilaku ini berpotensi akan terus meningkat sesuai dengan
perkembangan teknologi, industrialisasi, dan urbanisasi, seperti akan timbulnya
kejahatan-kejahatan lain atau beralih dan berkembangnya penyalahguna zat adiktif
menjadi penyalahguna narkotika atau psikotropika kelas berat. Hal ini seperti yang
pernah dikemukakan oleh Kepala Seksi (Kasi) Rehabilitasi Badan Narkotika
Nasional Kota (BNNK) Surabaya, dr. Singgih Widi yang menyatakan bahwa ngelem

merupakan pintu masuk narkoba. Dia menjelaskan, zat-zat yang terkandung dalam

°Sudarsono, Kenakalan Remaja: Prevensi, Rehabilitasi, dan Resosialisasi (Jakarta: PT.
Rineka Cipta, 2004), him. 14-15.

®Lydia Harlina Martono, Belajar Hidup Bertanggung Jawab, Menangkal Narkoba dan
Kekerasan (Jakarta: Balai Pustaka, 2006), him. 21.



lem tersebut memiliki sifat adiktif sehingga bisa mengakibatkan kecanduan bagi
yang mengkonsumsi.’

Berkenaan dengan hal tersebut di atas, Islam menjelaskan bahwa
mengkonsumsi sesuatu yang memabukkan dapat memberikan efek negatif dan
mudarat yang besar bagi pelakunya. Di dalam Islam sesuatu yang mengakibatkan
merusak akal atau mabuk disebut dengan istilah khamar. Seperti yang dijelaskan di

dalam hadis Nabi Saw. dari Ibnu Umar:
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Artinya: “Dari Ibnu Umar, ia berkata Nabi Saw. bersabda: Setiap yang
memabukkan adalah khamar dan setiap yang memabukkan adalah haram.

(H.R. Muslim).”

Dalam hadis lain juga dinyatakan;
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Artinya: “Dari ‘Abdullah, Umar Ibnu Syu’aib dari ayahnya dari kakeknya bahwa
Rasulullah Saw. bersabda: Sesuatu yang banyaknya memabukkan, maka
sedikitnya pun haram. (H.R. Ahmad dan Empat Imam serta disahihkan

oleh lbnu Hibban)”

7www.jpnn.com, “Fenomena Ngelem Jadi Pintu Masuk Narkoba”, Surabaya, Rabu, 26
Desember 2018. Diakses melalui situs: https://www.jpnn.com/news/fenomena-ngelem-jadi-pintu-
masuk-narkoba?page=3 pada tanggal 7 Januari 2019 pukul 21.35 WIB.

8Abu Husain Muslim bin Al-Hajjaj, Sahih Muslim, Jilid 1l (Beirut: Dar al-Fikr), him. 965,
No. 85.

®Ahmad bin Hambal, al-Musnad, (Kairo: Dar al-Hadis), him. 6675, No. 6674.
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Larangan mengkonsumsi sesuatu yang memabukkan juga terdapat di dalam

firman Allah surat al-Ma "idah ayat 90:
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Artinya: “Hai orang-orang yang beriman, sesungguhnya (meminum) khamar,
berjudi, (berkorban untuk) berhala, mengundi nasib dengan panah adalah
perbuatan keji termasuk perbuatan setan. Maka jauhilah perbuatan-
perbuatan itu agar kamu mendapat keberuntungan.”

Pada dasarnya, penyalahgunaan zat adiktif seperti kasus di atas tidaklah diatur
secara khusus baik ketentuan maupun sanksi pidananya di dalam Kitab Undang-
Undang Hukum Pidana (KUHP) maupun undang-undang di luar KUHP, seperti
adanya ketentuan pada penyalahgunaan narkotika dan psikotropika yang masing-
masing secara konkret disebutkan dan diatur di dalam Undang-Undang Nomor 35
Tahun 2009 Tentang Narkotika dan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1997 Tentang
Psikotropika. Di Aceh sendiri secara lex specialis juga terdapat peraturan atau Qaniin
Jinayat yang secara khusus mengatur tentang jarimah khamar dan bentuk ‘ugizbat-
nya.

Kendati demikian, karena tidak adanya ketentuan khusus yang mengatur hal
ini, penyalahgunaan zat adiktif seolah menjadi hal yang biasa dan lumrah di kalangan
masyarakat. Padahal jika dipikirkan lebih jauh, penyalahgunaan zat adiktif ini juga

memiliki dampak yang cukup besar terhadap fisik maupun mental seseorang terlebih



lagi jika pelakunya adalah anak-anak di bawah umur. Oleh karena besarnya dampak
dan bahaya penggunaannya bagi kesehatan dan masa depan anak, maka orangtua,
masyarakat, maupun pemerintah seyogyanya perlu bersinergi dalam mencegah
maupun menanggulangi anak yang terjerat tindakan penyalahgunaan zat adiktif.
Senada dengan hal tersebut di atas, undang-undang juga menegaskan perihal
larangan membiarkan anak terjerat dalam penyalahgunaan zat adiktif, seperti yang
tercantum di dalam Pasal 76J ayat (2) Undang-Undang Perlindungan Anak, sebagai
berikut: “Setiap orang dilarang dengan sengaja menempatkan, membiarkan,
melibatkan, menyuruh melibatkan anak dalam penyalahgunaan, serta produksi dan
distribusi alkohol dan zat adiktif lainnya”. Sedangkan mengenai sanksi pidana bagi
siapa saja yang melakukan pelanggaran terhadap larangan di atas, diatur dalam Pasal
89 ayat (2) yang berbunyi:
Setiap orang yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal
76J ayat (2), dipidana dengan pidana penjara paling singkat 2 (dua) tahun dan
paling lama 10 (sepuluh) tahun dan denda paling sedikit Rp. 20.000.000,00

(dua puluh juta rupiah) dan denda paling banyak Rp. 200.000.000,00 (dua ratus
juta rupiah).

Berdasarkan penjelasan latar belakang di atas, maka penulis tertarik untuk
melakukan penelitian terkait ketentuan dalam hukum positif dan hukum Islam
terhadap penyalahgunaan zat adiktif oleh anak-anak di bawah umur khususnya di

Kecamatan Blangkejeren Kabupaten Gayo Lues.

1.2. Rumusan Masalah
Adapun batasan masalah yang dimaksud di dalam penulisan ini adalah

mengenai penyalahgunaan zat adiktif oleh anak di bawah umur menurut hukum



positif dan hukum Islam dimana masalah-masalah pokok yang penulis maksud
adalah sebagai berikut:
1. Bagaimana bentuk-bentuk penyalahgunaan zat adiktif yang dilakukan oleh
anak-anak di Kecamatan Blangkejeren Kabupaten Gayo Lues?
2. Bagaimana ketentuan hukum positif dan hukum Islam terkait penyalahgunaan
zat adiktif yang dilakukan oleh anak-anak di Kecamatan Blangkejeren

Kabupaten Gayo Lues?

1.3. Tujuan Penelitian
Dalam penelitian ini, ada beberapa tujuan yang hendak dicapai dan
diharapkan akan mampu menjawab beberapa rumusan masalah yang telah penulis
paparkan di atas, yaitu sebagai berikut:
1. Mengetahui bentuk-bentuk penyalahgunaan zat adiktif yang dilakukan oleh
anak-anak di Kecamatan Blangkejeren Kabupaten Gayo Lues.
2. Mengetahui dan memahami serta mampu menjelaskan ketentuan hukum
positif dan hukum Islam terkait penyalahgunaan zat adiktif oleh anak-anak di

Kecamatan Blangkejeren Kabupaten Gayo Lues.

1.4. Penjelasan lIstilah

Untuk menghindari agar tidak terjadi kesalahpahaman dalam memahami dan
menafsirkan istilah yang terdapat dalam penelitian ini, maka penulis merasa perlu
menjelaskan beberapa istilah tersebut yang berkenaan dengan judul yang ingin

dibahas. Adapun beberapa istilah yang akan dijelaskan adalah sebagai berikut:



1.4.1. Penyalahgunaan zat adiktif

Istilah penyalahgunaan zat adiktif terdiri atas 3 (tiga) kata, yaitu
penyalahgunaan, zat, dan adiktif. Penyalahgunaan menurut Kamus Besar Bahasa
Indonesia (KBBI) berarti proses, cara, perbuatan menyalahgunakan (melakukan
sesuatu tidak sebagaimana mestinya) atau penyelewengan.' Zat berarti bahan atau
unsur yang merupakan pembentuk (bagian-bagian yang mendukung) suatu benda.*
Sedangkan adiktif berarti bersifat kecanduan atau bersifat menimbulkan
ketergantungan pada pemakainya.”” Dengan demikian zat adiktif ialah bahan-bahan
yang bersifat candu dan dapat menimbulkan ketergantungan.

Penyalahgunaan zat adiktif yaitu penggunaan salah satu atau beberapa bahan
tertentu yang mengandung zat adiktif secara berkala atau teratur di luar indikasi
medis dan bukan untuk tujuan ilmu pengetahuan, melainkan agar dapat menikmati
pengaruhnya sehingga menimbulkan gangguan kesehatan fisik, psikis, dan gangguan
fungsi sosial.”® Yang dimaksud dengan zat adiktif dalam pembahasan ini ialah bahan
atau zat di luar narkotika dan psikotropika yang juga dapat mengakibatkan

ketergantungan bagi penggunanya.

Departemen Pendidikan Nasional RI, Kamus Besar Bahasa Indonesia, Cet. 2, Ed. IV
(Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama, 2008), him. 1208.

"Ibid., him. 1570.

“Ibid., him. 10.

B ydia Harlina Martono, Belajar Hidup Bertanggung Jawab.., him. 18.
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1.4.2. Anak di bawah umur

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia anak secara umum berarti generasi
kedua atau keturunan pertama.* Sedangkan anak di bawah umur bermakna anak
yang masih kecil (belum dewasa).” Menurut Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014
Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang
Perlindungan Anak, anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas)
tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan.'® Dalam syariat Islam anak-anak
ialah seseorang yang belum dewasa (yang masih di bawah umur balig)."’

Di Indonesia, penentuan batas usia anak dalam kaitannya dengan
pertanggungjawaban pidana telah diatur secara khusus dalam Undang-Undang
Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak. Dalam undang-
undang tersebut dijelaskan, anak yang berkonflik dengan hukum selanjutnya disebut
anak adalah anak yang telah berumur 12 (dua belas) tahun, tetapi belum berumur 18
(delapan belas) tahun yang diduga melakukan tindak pidana.*®

Dengan demikian, anak yang penulis maksud dalam pembahasan ini ialah
anak yang berusia di bawah 18 (delapan belas) tahun yang melakukan suatu tindak

pidana atau kenakalan anak.

YDepartemen Pendidikan Nasional RI, Kamus Besar..., him. 55.

Ibid., him. 57.

1opasal 1 ayat (1), Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-
Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak.

YAlwi HJ. Abdul Rahman, Jenayah Kanak-Kanak Menurut Undang-Undang Islam, (Kuala
Lumpur: Dewan Bahasa dan Pustaka, 1999), him. 4.

!8pasal 1 ayat (3), Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana
Anak.
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1.5. Kajian Pustaka

Telaah pustaka atau kajian pustaka dapat memberikan kontribusi bagi
pemahaman secara utuh, oleh karenanya penulis mencoba melihat beberapa literatur
yang relevan dengan pembahasan yang akan penulis kaji. Dari penelusuran yang
telah penulis lakukan, ada beberapa tulisan yang berkaitan dengan permasalahan
tersebut, yaitu:

Skripsi pertama berjudul, “Pidana Mati Terhadap Delik Penyalahgunaan
Psikotropika dalam Perspektif Teori Pemidanaan Islam (Studi terhadap Undang-
Undang Nomor 5 Tahun 1997 Tentang Psikotropika)”, yang diteliti oleh Khairil
Akbar mahasiswa Fakultas Syariah dan Ekonomi Islam UIN Ar-Raniry tahun 2014.
Skripsi ini membahas tentang konsep pidana mati di dalam Undang-Undang Nomor
5 Tahun 1997 Tentang Psikotropika, kedudukan pidana mati dalam hukum pidana
Islam terhadap penyalahgunaan psikotropika, dan bagaimana teori jawabir dan
zawajir melihat pidana mati dalam jarimah penyalahgunaan psikotropika.™

Skripsi kedua berjudul, “Analisis Putusan Hakim dalam Perkara Pemakai
Narkoba Nomor 383/Pid.Sus/213/PN-BNA Ditinjau Menurut Hukum Islam (Studi
Kasus Pengadilan Negeri Banda Aceh) ”, yang diteliti oleh Syauqi Beyk mahasiswa
Fakultas Syariah dan Ekonomi Islam UIN Ar-Raniry tahun 2014. Dalam skripsi ini

dibahas tentang sanksi hukuman bagi pemakai narkoba menurut hukum positif, dan

YKhairil Akbar, “Pidana Mati Terhadap Delik Penyalahgunaan Psikotropika dalam
Perspektif Teori Pemidanaan Islam (Studi Terhadap Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1997 Tentang
Psikotropika)” (Skripsi tidak dipublikasikan), Fakultas Syariah dan Ekonomi Islam, UIN Ar-Raniry,
Banda Aceh, 2014.
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tinjauan hukum Islam terkait pertimbangan hukum terhadap putusan hakim Nomor
383/Pid.Sus/213/PN-BNA tentang pemakai narkoba.”

Skripsi ketiga yang berjudul, “Sanksi Pidana Narkotika Terhadap Anak di
Bawah Umur Menurut Hukum Islam dan Hukum Positif (Analisis Terhadap Undang-
Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika)”, yang diteliti oleh Yusmasir
mahasiswa Fakultas Syariah dan Hukum UIN Ar-Raniry tahun 2016. Dalam skripsi
ini dibahas tentang perbandingan antara sanksi terhadap pelaku tindak pidana
narkotika anak di bawah umur menurut undang-undang narkotika dan ketentuan
hukum Islam.?* Skripsi ini hampir memiliki kemiripan dengan pembahasan yang
akan penulis kaji, hanya saja Yusmasir mengkaji dan menganalisis sanksi pidana
terhadap anak di bawah umur yang menggunakan narkotika menurut hukum positif
dan hukum Islam. Sedangkan penulis lebih berfokus kepada penyalahgunaan zat
adiktif yang dilakukan oleh anak-anak di bawah umur di Kecamatan Blangkejeren
yang sejatinya belum diatur secara tekstual seperti halnya narkotika dan psikotropika.

Skripsi keempat yang ditulis oleh Hanisa Ayu Solichin, mahasiswi Fakultas
Hukum UIN Alauddin Makassar tahun 2017, dengan judul “Peran Dinas Sosial
dalam Menangani Penyalahgunaan Lem Aibon Oleh Anak Jalanan di Kota

Makassar dalam Perspektif Hukum Islam”. Adapun kesimpulan yang terdapat dalam

XSyaugi Beyk, “Analisis Putusan Hakim dalam Perkara Pemakai Narkoba Nomor
383/Pid.Sus/213/PN-BNA Ditinjau Menurut Hukum Islam  (Studi Kasus Pengadilan Negeri Banda
Aceh)” (Skripsi tidak dipublikasikan), Fakultas Syariah dan Ekonomi Islam, UIN Ar-Raniry, Banda
Aceh, 2014,

?Yyusmasir, “Sanksi Pidana Narkotika Terhadap Anak di Bawah Umur menurut Hukum
Islam dan Hukum Positif (Analisis Terhadap Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang
Narkotika)” (Skripsi tidak dipublikasikan), Fakultas Syariah dan Hukum, UIN Ar-Raniry, Banda
Aceh, 2016.
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skripsi ini adalah terkait faktor-faktor yang mempengaruhi anak jalanan di Kota
Makassar menghirup lem aibon, kewenangan Dinas Sosial dalam rangka menangani
anak penyalahguna lem aibon, dan pandangan hukum Islam terhadap peran dan
fungsi Dinas Sosial tersebut.?

Selanjutnya karya ilmiah berbentuk jurnal yang ditulis oleh Ahmad Syafii
berjudul “Penyalahgunaan Narkoba dalam Perspektif Hukum Positif dan Hukum
Islam”. Penelitian ini juga memiliki kemiripan dengan permasalahan yang penulis
teliti, hanya saja Ahmad membahas mengenai narkoba secara umum, status hukum
narkoba dan sanksinya bagi penyalahguna secara umum tanpa membedakan apakah
pelakunya adalah seorang anak atau bukan.?

Selain itu, juga terdapat Jurnal Penelitian dan Program Pengabdian
Masyarakat (PPM) yang ditulis oleh Azhary Adhyn Achmad, Nandang Mulyana, dan
Muhammad Fedryansyah dengan judul “Fenomena Ngelem oleh Anak Jalanan di
Kota Makassar”. Tulisan ini juga menyajikan faktor-faktor yang mempengaruhi anak
jalanan di Kota Makassar menggunakan lem, dan upaya apa saja yang dapat

dilakukan untuk mengintervensi perbuatan mereka.?

“Hanisa Ayu Solichin, “Peran Dinas Sosial dalam Menangani Penyalahgunaan Lem Aibon
oleh Anak Jalanan di Kota Makassar dalam Perspektif Hukum Islam”, (Skripsi dipublikasikan),
Fakultas Syariah dan Hukum, Universitas Islam Negeri (UIN) Alauddin, Makassar, 2017. Diakses
melalui: http://repositori.uin-alauddin.ac.id/3511/1/Hanisa%2520Ayu%252Solichin.., pada tanggal 11
Oktober 2018 pukul 17.49 WIB.

“Ahmad Syafii, “Penyalahgunaan Narkoba dalam Perspektif Hukum Positif dan Hukum
Islam”, Jurnal Hunafa, Vol. 6, No. 2, Agustus 2009, him. 219 - 232.

*Azhary Adhyn Achmad, Nandang Mulyana, & Muhammad Fedryansyah, “Fenomena
Ngelem Oleh Anak Jalanan di Kota Makassar”, Jurnal Penelitian dan Pengabdian kepada
Masyarakat, Vol. 4, No. 2, Juli 2017, him.129 - 389.
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Terakhir adalah jurnal yang ditulis oleh Topo Santoso dan Anita Silalahi yang
berjudul “Penyalahgunaan Narkoba di Kalangan Remaja: Suatu Perspektif”. Jurnal
ini membahas tentang bagaimana narkoba mulai menggerogoti kalangan remaja
hingga pembentukan undang-undang secara yuridis tentang narkotika dan
psikotropika, kemunculan dan peran gerakan anti narkoba, serta beberapa pendekatan
yang dapat digunakan dalam menganalisis penyebab maraknya penggunaan narkoba
di kalangan remaja.”

Dari kesemua karya ilmiah di atas, skripsi ini selain mengungkap bentuk-
bentuk penyalahgunaan zat adiktif yang dilakukan oleh anak-anak di Kecamatan
Blangkejeren, penulis juga akan mengkaji ketentuan hukum positif dan hukum Islam
terhadap penyalahgunaan zat adiktif yang dilakukan oleh anak di bawah umur, serta
upaya penanggulangan apa saja yang dapat dilakukan menurut menurut hukum
positif dan hukum Islam.

Perbedaan yang paling signifikan dalam penulisan karya ilmiah ini adalah
penelitian ini dilakukan berdasarkan fakta dan fenomena yang terjadi di suatu tempat
atau locus tertentu (Kecamatan Blangkejeren Kabupaten Gayo Lues), artinya penulis
melakukan penelitian lapangan. Selain itu, focus bahasan dalam skripsi ini lebih
mengarah kepada penyalahgunaan zat adiktif yang tentunya memiliki bentuk yang
bermacam-macam.

Sejauh ini, peneliti belum menemukan karya ilmiah dengan focus bahasan

tentang zat adiktif secara khusus dan locus kajian di kecamatan tersebut, sehingga

®Topo Santoso dan Anita Silalahi, “Penyalahgunaan Narkoba di Kalangan Remaja: Suatu
Perspektif”, Jurnal Kriminologi Indonesia, Vol. 1, No. 1, September 2000, him. 37- 45.
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penulis sampai pada kesimpulan untuk mengkaji dan membahas mengenai
“Penyalahgunaan Zat Adiktif Oleh Anak di Bawah Umur Ditinjau Menurut Hukum
Positif dan Hukum Islam (Studi Kasus di Kecamatan Blangkejeren Kabupaten Gayo

Lues)”.

1.6. Metode Penelitian

Metode adalah suatu jalan atau cara yang harus dilakukan untuk mencapai
tujuan dengan menggunakan alat-alat tertentu. Sedangkan penelitian merupakan
suatu kegiatan ilmiah yang berkaitan dengan analisis dan konstruksi yang dilakukan
secara metodologis, sistematis, dan konsisten.*® Metode penelitian dapat diartikan
sebagai proses atau cara melakukan sesuatu dengan menggunakan pikiran secara
seksama untuk mencapai suatu tujuan dengan cara mencari, mencatat, merumuskan,
dan menganalisis sampai menyusun laporan.*

Dalam sebuah penelitian ilmiah diperlukan suatu metode yang baik agar
tujuan penelitian dapat dicapai sebagaimana yang diharapkan. Metode mempunyai
peranan penting dalam penulisan karya ilmiah yaitu untuk mewujudkan tujuan yang
lebih sempurna, yakni hasil penelitian efektif dan sistematis.

Secara umum penelitian ini merupakan penelitian kualitatif yaitu penelitian
yang bermaksud untuk memahami fenomena tentang apa yang dialami oleh subjek

penelitian misalnya perilaku, persepsi, motivasi, tindakan, dan lain-lain, secara

?°Sutrisno Hadi, Metode Penelitian (Surakarta: UNS Press, 1989), him. 4.
“’Cholid Narbuko dan Abu Achmadi, Metode Penelitian (Jakarta: PT. Bumi Aksara, 2003),
him. 1.
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holistik, dan dengan cara deskripsi dalam bentuk kata-kata dan bahasa, pada suatu
konteks khusus yang alamiah serta dengan memanfaatkan berbagai metode ilmiah.?

Oleh karena penelitian ini merupakan penelitian yang mengkaji ranah hukum,
maka penelitian ini secara spesifik merupakan penelitian hukum empiris yaitu suatu
penelitian di lapangan yang mengkaji ketentuan hukum yang berlaku serta apa yang
terjadi dalam kenyataan di masyarakat.?

Adapun kerangka metodologi yang akan penulis gunakan dalam penelitian ini
meliputi:
1.6.1. Jenis penelitian

Penelitian ini termasuk jenis penelitian studi kasus (case studies), yaitu suatu
penelitian kualitatif yang berusaha menemukan makna, menyelidiki proses, dan
memperoleh pengertian dan pemahaman yang mendalam dari individu, kelompok,
atau situasi.* Lebih lanjut, John W. Creswell seperti yang dikutip oleh Yani
Kusmarni menyatakan bahwa studi kasus merupakan penelitian dimana peneliti
menggali suatu fenomena tertentu (kasus) dalam suatu waktu dan kegiatan (program,
peristiwa, proses, suatu individu, institusi atau kelompok sosial) serta mengumpulkan
informasi secara terinci dan mendalam dengan menggunakan berbagai prosedur

pengumpulan data selama periode tertentu.*

% exy J. Moleong, Metodologi Penelitian Kualitatif (Bandung: PT Remaja Rosdakarya,
2016), him. 6.

“Bambang Waluyo, Penelitian Hukum Dalam Praktek (Jakarta: Sinar Grafika, 2002), him.
15.

®Emzir, Metodologi Penelitian Kualitatif: Analisis Data, Cet. IV (Jakarta: Rajawali Pers,
2014), him. 20.

$icreswell, John W., Qualitative Inquiry and Research Design: Choosing Among Five
Tradition (London: SAGE Publications, 1998), him. 37-38. Dikutip dari Yani Kusmarni, Studi Kasus
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1.6.2. Lokasi penelitian

Adapun lokasi penelitian ini dilakukan di Kecamatan Blangkejeren yang
meliputi beberapa pusat pendidikan seperti Sekolah Dasar (SD)/Madrasah Ibtidaiyah
(MI) dan/atau Sekolah Menengah Pertama (SMP)/Madrasah Tsanawiyah (MTSs).
Selain itu, peneliti juga berusaha melakukan penelitian di beberapa pusat kesehatan
seperti Puskesmas atau Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD), serta dinas-dinas
terkait yang berwenang melindungi dan mensejahterakan anak seperti Badan

Narkotika Nasional, Dinas Sosial, dan Dinas Perlindungan Anak.

1.6.2. Pendekatan penelitian
Penelitian ini menggunakan beberapa jenis pendekatan yaitu pendekatan
sosiologis, pendekatan psikologis, dan pendekatan komparatif.

a. Pendekatan sosiologis, yaitu suatu pendekatan yang dilakukan dengan
menelaah dan mengkaji masyarakat meliputi gejala-gejala sosial, struktur
sosial, perubahan sosial, dan jaringan hubungan atau interaksi manusia
sebagai makhluk individu dan makhluk sosial.

b. Pendekatan psikologis, yaitu suatu pendekatan yang dilakukan dengan
melakukan telaah pada masalah-masalah yang berkaitan dengan kejiwaan
seseorang yang tergambar dalam perilaku manusia.

c. Pendekatan komparatif, yaitu pendekatan yang dilakukan dengan

membandingkan peraturan hukum ataupun putusan pengadilan di suatu

(John W. Creswell), (artikel dipublikasikan). Diakses melalui: http://file.upi.edu/Direktori/FPIPS...,
pada tanggal 23 Januari 2019 pukul 19.45 WIB.
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negara dengan peraturan hukum di negara lain (dapat satu negara atau lebih),
namun haruslah mengenai hal yang sama. Dalam hal ini peneliti tidak
bermaksud untuk melakukan pendekatan komparatif antara peraturan hukum
suatu negara, melainkan lebih kepada membandingkan ketentuan atau
peraturan hukum antar sistem hukum khususnya hukum positif dan hukum

Islam.

1.6.3. Data dan sumber data
Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif dengan menggunakan data
primer dan data sekunder;

1. Data primer, adalah data yang diperoleh melalui field research atau penelitian
lapangan dengan cara interview, yaitu wawancara dan tanya jawab pada
informan penelitian untuk memperoleh keterangan atau data yang diperlukan.
Adapun yang menjadi sumber data primer dalam penelitian ini adalah
beberapa guru di Sekolah Dasar (SD)/Madrasah Ibtidaiyah (MI) dan/atau
Sekolah Menengah Pertama (SMP)/Madrasah Tsanawiyah (MTs), tenaga
medis atau pegawai di Pusat Kesehatan Masyarakat (Puskesmas) dan/atau
Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD), serta pegawai maupun penyuluh
kemasyarakatan yang bekerja di instansi-instansi atau dinas-dinas yang
berkaitan dalam hal memberikan perlindungan terhadap anak seperti Dinas
Sosial dan Dinas Perlindungan Anak.

2. Data sekunder adalah data yang diperolen melalui library research atau

penelitian kepustakaan, guna melengkapi data primer yang telah diperoleh.
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Untuk sumber data sekunder, penulis menggunakan buku-buku yang
berkaitan dengan pokok pembahasan, peraturan perundang-undangan dan

publikasi lainnya yang dapat mendukung permasalahan yang sedang diteliti.

Teknik pengumpulan data

Penelitian ini menggunakan teknik pengumpulan data dengan observasi dan

wawancara mendalam.

1.

Observsi adalah pengamatan dan pencatatan secara sistematik terhadap unsur-
unsur yang tampak dalam suatu gejala atau gejala-gejala pada obyek
penelitian.* Dengan demikian observasi merupakan suatu proses yang
kompleks, suatu yang tersusun dari berbagai proses biologis dan psikologis
melalui pengamatan dengan menggunakan panca indera. Jenis observasi yang
peneliti lakukan disini adalah observasi tidak langsung yaitu observasi yang
dilakukan tidak pada saat berlangsungnya suatu peristiwa yang akan diteliti.

Wawancara adalah pertemuan dua orang untuk bertukar informasi dan ide
melalui tanya-jawab, sehingga dapat dikonstruksikan makna dalam suatu
topik tertentu. Teknik wawancara yang akan penulis gunakan adalah
wawancara tak berstruktur namun terfokus, yaitu suatu wawancara yang
biasanya terdiri dari pertanyaan yang tidak mempunyai struktur tertentu,

tetapi selalu berpusat pada satu pokok permasalahan tertentu.®

him.74.

%Hadari Nawawi dan Mimi Martini, Penelitian Terapan (Yogyakarta: UGM Press, 1992),

%Amiruddin dan Zainal Asikin, Pengantar Metode Penelitian Hukum, Cet. 7 (Jakarta:

Rajawali Press, 2013), him. 85.
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Dokumentasi adalah teknik pengumpulan data dengan cara melihat dokumen-
dokumen yang ada di Kecamatan Blangkejeren seperti data-data yang
diperoleh dari lembaga sosial dan tulisan yang berupa peraturan serta gambar
atau foto sebagai pelengkap dari penggunaan metode observasi dan

wawancara dalam penelitian kualitatif.

Instrumen penelitian

Pada prinsipnya meneliti adalah melakukan pengukuran dan pengamatan,

maka harus ada alat ukur yang baik. Alat ukur dalam penelitian dinamakan instrumen

penelitian, instrumen penelitian adalah suatu alat yang mengukur fenomena alam

maupun sosial yang diamati. Peneliti sendiri merupakan instrumen dalam penelitian

kualitatif. Adapun alat-alat penelitian yang digunakan peneliti dalam melakukan

penelitian ini adalah sebagai berikut:

1.

Pedoman wawancara adalah alat yang digunakan dalam melakukan
wawancara yang dijadikan dasar untuk memperoleh informasi dari informan
yang berupa daftar pertanyaan.

Buku catatan dan alat tulis berfungsi untuk mencatat semua percakapan
dengan sumber data yang dianggap penting.

Kamera berfungsi untuk memotret jika peneliti sedang melakukan
pembicaraan dengan informan, dengan adanya foto dan rekaman ini maka
dapat meningkatkan keabsahan informasi dan validitas data akan lebih

terjamin.
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4. Recorder berfungsi untuk merekam semua percakapan atau pembicaraan
dengan informan. Penggunaan recorder dalam wawancara dilakukan dengan

terlebih dahulu memberi tahu kepada informan apakah dibolehkan atau tidak.

1.6.6. Teknik analisis data dan penyusunan karya ilmiah
Analisis data adalah proses mengatur urutan data dan mengorganisasikannya
ke dalam suatu pola, kategori, dan satuan uraian dasar.** Maksud utama analisis data
ialah membuat data itu dapat dimengerti sehingga penemuan yang dihasilkan bisa
dikomunikasikan kepada orang lain. Dalam penelitian kualitatif, jenis data yang
dihasilkan adalah data lunak, yang berupa kata-kata, baik yang diperoleh dari hasil
wawancara, observasi, dan analisis dokumen. Menurut Miles dan Huberman yang
dikutip oleh Mohammad Ali dan Muhammad Asrori dalam bukunya Metodologi dan
Aplikasi Riset Pendidikan, analisis data menempuh tiga langkah utama, yaitu reduksi
data, display atau sajian data, dan verifikasi atau penyimpulan data.
1. Reduksi data adalah proses memilih, menyederhanakan, memfokuskan,
mengabstraksi dan mengubah data kasar ke dalam catatan lapangan.
2. Sajian atau display data, merupakan suatu cara merangkai data dalam suatu
organisasi yang memudahkan untuk pembuatan kesimpulan atau tindakan

yang diusulkan.

*Faisar Ananda Arfa, Metodologi Penelitian Hukum Islam (Medan: Perdana Mulya Sarana,
2010), him. 92. Lihat juga Bambang Sugino, Metode Penelitian Hukum (Jakarta: Raja Grafindo,
1996), him. 103.
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3. Verifikasi data, adalah penjelasan tentang makna data dalam suatu
konfigurasi yang secara jelas menunjukkan alur hubungannya sehingga dapat
diajukan proporsi-proporsi yang terkait dengannya.®
Sederhananya langkah-langkah analisis data yang akan penulis lakukan

adalah dengan terlebih dahulu mereduksi data-data yang terkumpul, kemudian
melakukan penyajian data, dan pada akhirnya ditarik kesimpulan dari data yang ada.

Selain memberi gambaran dan analisis berdasarkan data yang diperoleh di
lapangan, penulis juga akan melakukan perbandingan (komparatif) terhadap
ketentuan atau peraturan hukum antar sistem hukum khususnya hukum positif dan
hukum Islam.

Adapun mengenai teknik penyusunan dan penulisan karya ilmiah ini, penulis
berpedoman pada buku “Panduan Penulisan Skripsi” yang dikeluarkan oleh Fakultas
Syariah dan Ekonomi Islam Universitas Islam Negeri (UIN) Ar-Raniry Darussalam
Banda Aceh Tahun 2014 sebagai hasil perbaikan (revisi) terhadap Panduan Penulisan
Skripsi Fakultas Syariah dan Ekonomi Islam Tahun 2013. Sedangkan terjemahan
ayat Alqur’an penulis kutip dari Kitab Alqur’an dan Terjemahannya “Al-Huffaz”
yang diterbitkan oleh Cordoba pada tahun 2018 dengan standar terjemahan

Kementrian Agama Republik Indonesia (KEMENAG RI).

*Miles, M.B. dan A.M. Huberman, Qualitative Data Analysis (CA: SAGE Publication).
Dikutip dari Mohammad Ali dan Muhammad Asrori, Metodologi dan Aplikasi Riset Pendidikan
(Jakarta: PT Bumi Aksara, 2014), him. 130.
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1.7. Sistematika Pembahasan

Untuk lebih mudah memahami skripsi ini, penulis terlebih dahulu akan
menguraikan sistematika pembahasan. Skripsi ini dibagi ke dalam empat bab, yang
masing-masing bab berhubungan satu dengan yang lainnya.

Bab satu merupakan bab pendahuluan yang meliputi latar belakang masalah,
rumusan masalah, tujuan penelitian, penjelasan istilah, kajian pustaka, metode
penelitian, dan sistematika pembahasan.

Bab dua berjudul zat adiktif dan perlindungan anak dalam hukum positif dan
hukum Islam. Pembahasannya meliputi zat adiktif dan macam-macamnya, bahaya
zat adiktif, zat adiktif dalam pandangan hukum Islam, serta perlindungan anak dalam
hukum positif dan hukum Islam.

Bab tiga berjudul penyalahgunaan zat adiktif oleh anak di bawah umur di
Kecamatan Blangkejeren menurut hukum positif dan hukum Islam. Pembahasannya
meliputi profil Kecamatan Blangkejeren, bentuk-bentuk penyalahgunaan zat adiktif
yang dilakukan oleh anak-anak di Kecamatan Blangkejeren Kabupaten Gayo Lues,
serta bagaimana penyalahgunaan zat adiktif oleh anak di bawah umur ini ditinjau
menurut hukum positif dan hukum Islam.

Bab empat merupakan penutup. Dalam bab terakhir ini penulis menarik
beberapa kesimpulan sebagai jawaban terhadap pertanyaan penelitian yang diajukan
dalam rumusan masalah. Dalam bab ini juga diajukan beberapa saran rekomendasi
kepada pihak-pihak terkait dengan permasalahan yang ditemukan dalam pembahasan

skripsi ini.



BAB DUA
ZAT ADIKTIF DAN PERLINDUNGAN ANAK DALAM HUKUM
POSITIF DAN HUKUM ISLAM

2.1. Pengertian Zat Adiktif dan Macam-Macamnya

Zat adiktif dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) diartikan secara
terpisah, yaitu zat dan adiktif. Zat berarti bahan atau unsur yang merupakan
pembentuk (bagian-bagian yang mendukung) suatu benda.* Sedangkan adiktif berarti
bersifat kecanduan atau bersifat menimbulkan ketergantungan pada pemakainya.’
Dengan demikian, zat adiktif dapat diartikan sebagai zat atau bahan-bahan yang
apabila dikonsumsi atau disalahgunakan dapat menimbulkan ketergantungan atau
adiksi.

Lebih lanjut dalam Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 109 Tahun 2012
Tentang Pengamanan Bahan Yang Mengandung Zat Adiktif Berupa Produk
Tembakau Bagi Kesehatan, dinyatakan bahwasanya:

Zat adiktif adalah bahan yang menyebabkan adiksi atau ketergantungan yang
membahayakan kesehatan dengan ditandai perubahan perilaku, kognitif, dan
fenomena fisiologis, keinginan kuat untuk mengkonsumsi bahan tersebut,
kesulitan dalam mengendalikan penggunaannya, memberi prioritas pada

penggunaan bahan tersebut dari pada kegiatan lain, meningkatnya toleransi dan
dapat menyebabkan keadaan gejala putus zat.®

Secara umum istilah zat adiktif lebih dikenal dengan sebutan narkoba yang
merupakan singkatan dari narkotika dan obat atau bahan berbahaya. Pada dasarnya

narkoba adalah istilah yang digunakan oleh masyarakat dan aparat penegak hukum,

'Departemen Pendidikan Nasional RI, Kamus Besar..., him. 1570.

?lbid., him. 10.

®pasal 1 ayat (1), Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2012 Tentang Pengamanan Bahan
Yang Mengandung Zat Adiktif Berupa Produk Tembakau Bagi Kesehatan.
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untuk bahan atau obat yang masuk kategori berbahaya atau dilarang untuk
digunakan, diproduksi, dipasok, diperjualbelikan, diedarkan, dan sebagainya di luar
ketentuan hukum.

Istilah “narkoba” baru muncul kira-kira sekitar tahun 1988 karena banyak
terjadi peristiwa penggunaan atau pemakaian barang-barang yang termasuk narkotika
dan bahan-bahan atau obat-obat adiktif yang terlarang. Oleh karena itu, untuk
memudahkan berkomunikasi dan agar tidak menyebutkan istilah yang tergolong
panjang maka kata narkotika, psikotropika, dan bahan-bahan adiktif lainnya yang
terlarang ini disingkat menjadi narkoba.*

Darda Syahrizal mendefinisikan narkoba sebagai bahan atau zat yang dapat
mempengaruhi kondisi kejiwaan/psikologi seseorang (pikiran, perasaan, dan
perilaku) serta dapat menimbulkan ketergantungan fisik dan psikologi.> Hal ini
senada dengan pernyataan William Benton sebagaimana dikutip oleh Mardani,
narkoba adalah istilah umum untuk semua jenis zat yang melemahkan atau membius
atau mengurangi rasa sakit.°

Selain narkoba, istilah lain yang diperkenalkan khususnya oleh Kementerian
Kesehatan Republik Indonesia adalah Napza yang merupakan singkatan dari
Narkotika, Psikotropika dan Zat Adiktif lain, mencakup bahan, zat ataupun obat yang

apabila masuk ke dalam tubuh manusia, akan memengaruhi tubuh, terutama

*Gatot Supramono, Hukum Narkoba Indonesia, (Jakarta: Djambatan, 2001), him. 228.

*Darda Syahrizal, Undang-Undang Narkotika & Aplikasinya (Jakarta: Laskar Aksara, 2013),
him. 3.

®william Banton, Ensiklopedia Bronitica, (USA: 1970), Vol. 16, him. 23. Dikutip oleh
Mardani, Penyalahgunaan Narkoba: dalam Perspektif Hukum Islam dan Pidana Nasional (Jakarta:
PT. RajaGrafindo Persada, 2008), him. 78.
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otak/susunan syaraf pusat (psikoaktif), dan menyebabkan gangguan kesehatan
jasmani, mental-emosional, dan fungsi sosialnya, karena terjadi kebiasaan, ketagihan
(adiksi), dan ketergantungan (dependensi) terhadap Narkotika, Psikotropika, dan Zat
Adiktif lainnya (NAPZA).’

Kedua istilah ini, baik narkoba ataupun napza, pada intinya mengacu pada
kelompok senyawa yang umumnya memiliki risiko kecanduan bagi penggunanya.®
Dengan demikian, apabila berbicara mengenai zat adiktif, pada dasarnya mencakup
pembahasan mengenai narkotika, psikotropika, dan zat adiktif lainnya secara umum.

Narkotika dan psikotropika adalah dua zat yang berbeda yang secara khusus
memiliki pengertian, jenis (golongan), serta diatur dengan undang-undang yang
berbeda yaitu Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 yang merupakan revisi atas
Undang-Undang sebelumnya yaitu Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1997 tentang
Narkotika dan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1997 tentang Psikotropika.

Narkotika secara etimologi berasal dari bahasa Yunani narkoum, yang berarti
membuat lumpuh atau membuat mati rasa.® Menurut Undang-Undang No. 35 Tahun
2009 Tentang Narkotika, narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman
atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semisintetis, yang dapat menyebabkan
penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi Sampai

menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan.

"Dinas Kesehatan DKI Jakarta, Penanggulangan Penyalahgunaan Narkoba di DKI
Jakarta:Bunkum Pedoman Puskesmas dan Rumah Sakit Umum (Jakarta: Pemerintah Provinsi DKI
Jakarta, 2001), him. 8.

SJuliana Lisa FR & Nengah Sutrisna W, Narkoba, Psikotropika, dan Gangguan Jiwa:
TinjauangKesehatan dan Hukum, sebuah pengantar (Yogyakarta: Nuha Medika, 2013), him. iii.

Ibid., him. 1.
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Sedangkan psikotropika menurut Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1997
adalah zat atau obat, baik alamiah maupun sintetis bukan narkotika, yang berkhasiat
psikoaktif melalui pengaruh selektif pada susunan saraf pusat yang menyebabkan
perubahan khas pada aktivitas mental dan perilaku.*

Berdasarkan tingkat ketergantungannya, narkotika dan psikotropika
digolongkan menjadi beberapa golongan. Menurut ketentuan undang-undang
narkotika yang lama, narkotika terdiri atas 3 (empat) golongan, yaitu narkotika
golongan 1, 11, dan Ill. Sedangkan psikotropika menurut Undang-Undang Nomor 5
Tahun 1997, terdiri atas 4 (empat) golongan, yaitu psikotropika golongan I, II, IlI,
dan IV. Namun, setelah diundangkannya Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009
tentang narkotika, maka psikotropika golongan | dan Il dimasukkan ke dalam
golongan narkotika. Dengan demikian saat ini apabila berbicara masalah
psikotropika maka hanya menyangkut psikotropika golongan Il dan IV.*

Untuk mengetahui golongan serta jenis-jenis narkotika dan psikotropika,
maka akan dijelaskan sebagai berikut. Menurut UU No. 35 Tahun 2009 tentang
Narkotika, narkotika dibagi kepada tiga golongan, yaitu:

1. Narkotika Golongan | adalah narkotika yang hanya digunakan untuk tujuan

pengembangan ilmu pengetahuan dan tidak digunakan dalam terapi serta

Darda Syahrizal, Undang-Undang Narkotika..., him. 2.
"Jjuliana Lisa FR & Nengah Sutrisna W, Narkoba, Psikotropika,..., him. iv.



28

mempunyai potensi sangat tinggi mengakibatkan ketergantungan.*> Contoh:
ganja, heroin, kokain, opium, dan lain-lain.

Narkotika Golongan 1l adalah narkotika yang berkhasiat pengobatan
digunakan sebagai pilihan terakhir dan dapat digunakan dalam terapi dan atau
tujuan pengembangan ilmu pengetahuan serta mempunyai potensi tinggi
mengakibatkan ketergantungan.”®* Contoh: morfin, metadon, petidin, dan
turunannya

Narkotika Golongan Il adalah narkotika yang berkhasiat pengobatan dan
banyak digunakan dalam terapi dan atau tujuan pengembangan ilmu
pengetahuan serta mempunyai potensi ringan menyebabkan ketergantungan.*
Contoh: kodeina dan turunannya, buprenorfina, propiram dan sebagainya.

Sedangkan psikotropika dalam UU No. 5 Tahun 1997 tentang Psikotropika,

dibagi kepada empat golongan, yaitu:

1.

Psikotropika Golongan |1, yaitu psikotropika yang hanya digunakan untuk
tujuan ilmu pengetahuan dan tidak digunakan dalam terapi serta mempunyai
potensi amat kuat mengakibatkan sindroma ketergantungan. Contoh: MDMA
(Metilendioksimetamfetamina) atau biasa dikenal dengan ekstasi, LSD
(Lysergic Acid Diethylamide), shabu-shabu, dan STP (Serenity, Tranquility,

Peace).

?pasal 6 ayat (1) huruf a, Penjelasan Atas Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang

Narkotika.

Bpasal 6 ayat (1) huruf b, Penjelasan Atas Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang

Narkotika.

YPpasal 6 ayat (1) huruf c, Penjelasan Atas Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang

Narkotika.
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1. Psikotropika Golongan I, yaitu psikotropika yang berkhasiat pengobatan dan
dapat digunakan dalam terapi dan atau untuk tujuan ilmu pengetahuan serta
mempunyai potensi kuat mengakibatkan sindroma ketergantungan. Contoh:
amfetamin, metilfenidat atau ritalin.

2. Psikotropika Golongan Ill, yaitu psikotropika yang berkhasiat pengobatan
dan banyak digunakan dalam terapi dan atau untuk tujuan ilmu pengetahuan
serta mempunyai potensi sedang mengakibatkan sindroma ketergantungan.
Contoh: lumibal, buprenorsina, pentobarbital, dan flunitrazepam.

3. Psikotropika Golongan 1V, yaitu psikotropika yang berkhasiat pengobatan
dan sangat luas digunakan dalam terapi dan atau untuk tujuan ilmu
pengetahuan serta mempunyai potensi ringan mengakibatkan ketergantungan.
Contoh: diazepam, nitrazepam, dan obat penenang lainnya yang bersifat

sedatif-hipnotik.

Selain yang termasuk ke dalam jenis narkotika dan psikotropika di atas,
menurut Pramono, ada beberapa zat adiktif lain yang juga berpengaruh psikoaktif
yaitu golongan zat yang bekerja secara selektif, terutama pada otak, sehingga dapat
menimbulkan perubahan pada perilaku, emosi, kognitif, persepsi, dan kesadaran
seseorang serta mengakibatkan ketergantungan bagi penggunanya. Zat adiktif
tersebut meliputi minuman beralkohol, inhalansia (gas yang dihirup), solven (zat

pelarut), dan rokok (tembakau yang mengandung nikotin).*

Pramono U. Tanthowi, Narkoba: Problem dan Pemecahannya dalam Perspektif Islam
(Jakarta: Pusat Bahasa dan Budaya UIN Syarif Hidayatullah, 2004), him. 9
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Bahan atau zat yang disalahgunakan juga dapat diklasifikasikan sebagai
berikut: Pertama, sama sekali dilarang, yakni narkotika golongan I (heroin, ganja,
kokain) dan psikotropika golongan | (MDMA/ekstasi, LSD, shabu-shabu, dIl).
Kedua, penggunaannya harus dengan resep dokter, misalnya amfetamin, sedativa,
dan hipnotika. Ketiga, diperjualbelikan secara bebas, misalnya glue, thinner, dan
lain-lain. Keempat, ada batas umur dalam penggunaannya, misalnya alkohol dan
rokok.*

Selanjutnya, jika merujuk pada klasifikasi di atas, yang menjadi pokok
bahasan dalam penulisan skripsi ini yaitu meliputi golongan ketiga dan keempat,
dimana keduanya merupakan zat adiktif lain di luar narkotika dan psikotropika yang

juga sering disalahgunakan khususnya oleh anak-anak di bawah umur.

2.2. Bahaya Zat Adiktif

Berdasarkan efeknya terhadap susunan saraf pusat, para ahli secara umum
menggolongkan zat adiktif ke dalam tiga golongan besar, yaitu stimulan, depresan,
dan halusinogen.
1. Stimulan

Stimulan bersifat menstimulasi sistem saraf simpatik melalui pusat di
hipotalamus sehingga meningkatkan kerja organ. Contoh stimulan yaitu nikotin,
amfetamin, kokain, shabu, dan ekstasi. Efek dari penggunaannya secara umum

adalah dapat menghambat perasaan lapar, menurunkan rasa letih, menurunkan

%Joyo Nur Suryanto Gono, “Narkoba: Bahaya Penyalahgunaan dan Pencegahannya”, In
Forum Vol. 39, No. 2, 2011, him. 81-84.
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kebutuhan tidur, memicu kerja jantung, serta meningkatkan tekanan darah dan gula
darah. Dalam dunia medis, kokain digunakan sebagai anestesi (pembiusan lokal)
khususnya untuk operasi pembedahan THT (Telinga, Hidung, dan Tenggorokan).*

2. Depresan

Depresan berfungsi untuk mengurangi kegiatan sistem saraf sehingga
menurunkan aktivitas pemakainya. Ada 5 (lima) kategori utama depresan yaitu
meliputi etanol (etil alkohol), barbiturat, obat penenang diazepam, opiat, yang
mencakup opium, morfin (olahan getah tumbuhan papaver somniferum), kodein, dan
metadon, serta anastetik, yang mencakup kloroform, eter, dan sejumlah hidrokarbon
lain yang mudah menguap dan biasa digunakan sebagai pelarut misalnya benzen,
toluena, dan karbon tetraklorida.  Jenis zat depresan ini berguna untuk
menghilangkan atau mengurangi rasa sakit, memberikan perasaan nyaman/gembira,
dan mengurangi perasaan cemas/gelisah.

Efek dari penyalahgunaan terhadap obat penekan saraf di atas yaitu dapat
mengakibatkan perasaan menjadi labil, bicara tak karuan dan tidak jelas, mudah
tersinggung, serta dapat mengganggu daya ingat dan koordinasi motorik sehingga
jalannya menjadi limbung.*®
3. Halusinogen

Halusinogen meliputi ganja, LSD (Lysergic Acid Diethylamide), STP
(Serenity, Tranquility, Peace), THC (Tentra Hydro Cannabinol), mesakolin (dari

pohon kaktus peyote), ketamine, psilosibin (dari jenis jamur), dan PCP

Ylbid.
®lbid.
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(Phencyclidine) yang merupakan obat bius hewan. Efek yang ditimbulkan oleh
penyalahgunaan obat halusinasi ini yaitu dapat mengakibatkan keringat berlebih,
denyut jantung menjadi cepat dan tak teratur, timbul perasaan cemas, tekanan darah
dan frekuensi pernapasan naik, produksi air liur yang berlebihan, pilek, muntah-
muntah, pupil mata melebar dan pandangan kabur, terjadi gangguan koordinasi
motorik dan menakibatkan halusinasi. Dalam dunia medis, LSD biasanya digunakan
untuk membantu pengobatan bagi orang-orang yang mengalami gangguan jiwa atau
hilang ingatan.*

Penyalahgunaan zat adiktif seperti alkohol, inhalansia dan solven, serta rokok
juga memiliki efek dan bahaya tersendiri bagi penggunanya sebagaimana akan
dijelaskan sebagai berikut:

1. Alkohol

Alkohol diartikan sebagai cairan atau zat bening yang mudah menguap dan
mudah terbakar. Umumnya dipakai di industri dan pengobatan, serta merupakan
unsur ramuan yang memabukkan dalam kebanyakan minuman keras. Alkohol dibuat
melalui fermentasi berbagai zat yang mengandung hidrat arang (seperti melase, gula
tebu, dan sari buah).?

Alkohol mempunyai beberapa jenis kriteria yaitu pertama, alkohol absolut
yang hampir murni kadar dihitung sebagai C,H50H sebesar 99,8% dan air 0,2%,

kedua, etanol (ethyl alcohol) adalah alkohol kadar 95-96,8%, ketiga, metanol (methyl

Y1bid.
“Abdul Aziz Dahlan dkk (E.d.), Ensiklopedi Hukum Islam, Jilid 4 (Jakarta: Ikhtiar Baru van
Hoeve, 1997), him. 1182,
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alcohol) adalah alkohol yang mempunyai struktur paling sederhana, keempat,
isopanol (isoprophyl alcohol).”
Di antara jenis-jenis minuman keras yang mengandung alkohol adalah
sebagai berikut:
1. Golongan A dengan kadar etanol 1-5%, seperti yang terdapat dalam bir.
2. Golongan B mengandung kadar etanol 5-20%, seperti yang terdapat dalam
berbagai jenis minuman anggur.
3. Golongan C mengandung kadar etanol 20-55%, seperti yang terdapat dalam

whiskey, vodca, TKW, manson house, johny walker, kamput. %

Efek-efek penyalahgunaan alkohol meliputi: bicara yang kacau, ngantuk,
muntah-muntah, diare, sakit lambung, sakit kepala, kesulitan bernafas, penglihatan
kabur dan pendengaran terganggu, anemia, hilang kesadaran, keracunan alkohol,
tekanan darah tinggi, stroke, serangan jantung, kerusakan saraf dan otak secara
permanen, kanker mulut dan tenggorokan, dan lain-lain. Selain itu, alkohol juga
dapat mengakibatkan terjadinya kecelakaan yang disengaja maupun tidak disengaja

seperti melakukan suatu perbuatan pidana.”

“Harjayanti Setyo Rini, Perilaku Kriminal Pecandu Alkohol, artikel diakses melalui situs:
www.gunadarma.ac.id/library/articles/graduate /psychology/2008, pada tanggal 06 Mei 2019, pukul
12.42.

“Muhammad Ansharullah, Beralkohol Tapi Halal “Menjawab Keraguan Tentang Alkohol
dalam Makanan, Minuman, Obat, dan Kosmetik” (Solo: Pustaka Arofah, 2011), him. 108-109.

“Duniabebasnarkoba.org, Kebenaran Tentang Alkohol. Diakses melalui situs:
https://www.duniabebasnarkoba.org, pada tanggal 30 April 2019, pukul 22.48 WIB.



http://www.gunadarma.ac.id/library/articles/graduate%20/psychology/2008
https://www.duniabebasnarkoba.org/
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2. Inhalansia (gas yang dihirup) dan solven (zat pelarut)

Inhalansia dan solven masing-masing adalah jenis zat yang mudah menguap
dan digunakan sebagai pelarut organik, keduanya merupakan bahan-bahan berbahaya
yang sering disalahgunakan yang terdapat dalam beberapa barang keperluan rumah
tangga, kantor, dan sebagai pelumas bensin. Di antara beberapa jenis bahan yang
sering disalahgunakan yaitu glue (lem), aerosol, spray, paint thinner, penghapus cat
kuku, gas N,O, dan bensin.

Penyalahgunaan bahan-bahan di atas biasanya dilakukan dengan cara
menghirup atau menyedot uapnya. Sama seperti narkotika dan psikotropika, pelarut
organik juga akan menimbulkan efek rangsangan yang selanjutnya beralih pada taraf
depresi yang bermacam-macam. Efek samping mengkonsumsi zat ini kurang lebih
hampir sama dengan mengkonsumsi jenis-jenis narkoba lainnya yang menimbulkan
ketergantungan, gejala intoleransi aktivitas (kelelahan ekstrim), dan sindrom
abstinensia (gangguan putus zat). *

Seseorang yang mengkonsumsi pelarut organik terutama dalam intensitas
yang tinggi dan jumlah yang cukup besar akan mengalami gejala-gejala mabuk,
gembira, badan ringan, daya tangkap kacau, halusinasi, manik mata membesar,
jantung berpacu kencang, depresi, perasaan campur aduk, perilaku tak terkendali,
dan lain-lain.

Seseorang yang sering mengkonsumsi pelarut organik akan mengalami

keracunan kronis pada darah, hati, ginjal, kromosom, dan sumsum tulang belakang.

*M.Arief Hakim, Bahaya Narkoba-Alkohol, Cet. 5 (Bandung: Nuansa, 2016), him. 67-68.
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Sedangkan keracunan yang akut dapat mengakibatkan kekejangan saluran
pernapasan, berhentinya saluran pernapasan, dan denyut jantung kacau.”
3. Tembakau dan rokok

Tembakau dan rokok juga mengandung zat-zat berbahaya. Tapi
mengkonsumsi tembakau dan rokok tidak dilarang di dalam hukum positif, hanya
diawasi dan dibatasi. Tembakau mengandung bahan yang bersifat psikoaktif. Untuk
itu pada setiap kemasan rokok selalu ada tulisan peringatan yang intinya mengatakan
bahwa merokok membahayakan kesehatan. Rokok bisa menimbulkan kecanduan dan
ketergantungan.

Menurut beberapa ahli, seorang perokok atau yang menghisap asap rokok
secara tidak sengaja akan mudah terserang penyakit, terutama saluran pernapasan,
paru-paru, jantung, kanker, pembuluh darah, impotensi, gangguan kehamilan dan
janin, dan sebagainya.

Organisasi Kesehatan Dunia (WHO) pada tahun 1998 melakukan penelitian
tentang tembakau dan rokok, dan antara lain melontarkan enam hal. Pertama, rokok
adalah pintu pertama menuju narkotika. Kedua, rokok merupakan pembunuh nomor
tiga setelah jantung dan kanker. Ketiga, satu batang rokok menyebabkan umur
seseorang memendek 12 menit. Keempat, di dunia, 10.000 orang perhari mati akibat

merokok. Kelima, di Indonesia, 57.000 orang pertahun mati karena merokok.

®1bid.
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Keenam, kenaikan konsumsi rokok di Indonesia rata-rata sebesar 44% (tertinggi di
dunia).?®

Selain itu, akhir-akhir ini sedang tren di kalangan anak muda maupun orang
dewasa rokok elektrik atau e-rokok yang lebih dikenal dengan istilah vape atau
vapor. Hal ini lantaran e-rokok dianggap dapat menggantikan rokok tembakau yang
jelas-jelas mengandung nikotin yang sangat berbahaya. Bahaya vape dianggap lebih
ringan dibanding rokok tembakau biasa. Rokok jenis vape menurut keterangan
masyarakat setempat diyakini dapat membantu pecandu rokok mengurangi atau
bahkan berhenti mengkonsumsi rokok tembakau. Walaupun demikan, tak sedikit
para ahli kesehatan menyatakan bahwa vape pada dasarnya tetap berbahaya karena
mengandung beberapa jenis bahan kimia seperti propilen glikol atau gliserin,
penambah rasa dan juga zat adiktif berupa nikotin.

Dilansir dari situs ScienceNews, penelitian lainnya menunjukkan bahwa
bahan kimia dalam rokok elektrik berbahaya lantaran dapat merusak jaringan paru-
paru dan mengurangi kemampuan sel paru-paru untuk menjaga paru-paru dari kuman
dan zat berbahaya lainnya. Kandungan nikotin dalam rokok elektrik menyebabkan
sel paru-paru menjadi mudah ditembus oleh zat dari luar tubuh.?’

Tidak hanya itu, bahaya vape dapat mendorong budaya merokok pada anak-
anak, seperti yang diterangkan oleh Jessica, pemimpin studi dari University of

Southern California, Amerika Serikat. Bahkan, karena bahaya vape tersebut, Badan

*bid., him. 63-64.

'Risky Candra Swari, “Apa Kandungan di dalam Vape? Apakah berbahaya bagi tubuh?”,
diakses melalui situs: https://hello sehat.com/pusat-kesehatan/berhenti-merokok_trashed/bahaya-vape-
rokok-elektrik/, pada tanggal 15 Januari 2019.
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Kesehatan Dunia (WHO) telah memberi peringatan kepada seluruh negara di dunia
untuk melarang anak-anak, ibu hamil, dan wanita usia produktif untuk menghisap
rokok elektrik.?

Bagi kelompok usia muda di antara dampak yang dapat ditimbulkan akibat
penyalahgunaan zat adiktif ini yaitu prestasi akademik rendah, suasana hati
terganggu, misalnya perubahan suasana hati yang bergelombang, dari depresi ke
euforia, merasa rendah harga diri, dan gangguan perilaku, mencakup kenakalan dan
tindak kriminal.*®

Berdasarkan penjelasan di atas, maka dapat disimpulkan bahwa bahaya zat
adiktif tidak hanya menyangkut masalah kesehatan atau fisik saja, namun psikologi

serta sosial pun akan ikut terganggu.

2.3. Zat Adiktif dalam Pandangan Hukum Islam

Istilah zat adiktif dalam konteks hukum Islam, pada dasarnya tidak
disebutkan secara langsung baik di dalam Alqur’an maupun di dalam hadis. Alqur’an
hanya menyebutkan istilah khamar yaitu sejenis minuman keras yang memabukkan.
Khamar sendiri secara etimologi berasal dari bahasa Arab “khamara” yang berarti

menutupi. Menurut Mahmud Syaltut, yang dimaksud dengan khamar ialah:

2|pid.
%S M. Lumbantobing, Serba-Serbi Narkotika (Jakarta: Fakultas Kedokteran Universitas
Indonesia, 2007), him. 68.
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Artinya: “Nama untuk setiap yang menutup akal dan menghilangkannya, khususnya

zat yang dijadikan untuk minuman keras, terkadang terbuat dari anggur

dan zat lainnya.”

Sedangkan menurut Ibnu Taimiyah:
o Sl 2t Vg by adl e Sl ol 00T 0L Cles ol all 3 3 e
N all
Artinya: “Khamar dalam bahasa Arab adalah sesuatu yang telah disebutkan di
dalam Alqur’an yang bila dikonsumsi bisa menimbulkan mabuk, terbuat
dari kurma atau zat lainnya, tidak terbatas yang memabukkan dari anggur

saja.”

Berdasarkan pengertian di atas maka dapat disimpulkan bahwa sesuatu yang
dapat menutupi kesadaran berpikir (akal) seseorang dapat dikategorikan sebagai
khamar baik sesuatu tersebut terbuat dari kurma, anggur, maupun dari bahan lainnya
termasuk di dalamnya zat adiktif. Walaupun Alqur’an tidak menjelaskan hukum zat

adiktif secara umum, namun Alqur’an telah mengharamkan khamar yang dapat

Mahmud Syaltut, al-Fatawa Dirasah Musykilat al-Muslim al-Mu ‘ashirah fi Hayah al-
Yaumiyyah Wa al- ‘Ammah (Qahirah: Dar al-Qalam, T.Th.), Cet. IlI, hIm. 369. Dikutip dari Mardani,
Penyalahgunaan Narkoba dalam Perspektif Hukum Islam dan Hukum Pidana Nasional, Ed. 1
(Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2008), him. 74.

*1bn Taimiyah, Majmu’ al-Fatawa (Beirut: Dar al-Arabiyyah, 1978), Jilid 14, him. 35.
Dikutip dari Mardani, Penyalahgunaan Narkoba dalam.., him. 74.
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dikiaskan (dianalogikan) kepada semua benda yang memabukkan. Pengharaman

khamar secara tegas terdapat di dalam Q.S. al-Ma ’idah ayat 90-91.

opin G Il Jie 03 D) TN LAy ST 22T L) ki ol
poally FAT & LA 55 A1 WS 848 of Sl 20 ) (D) Dyl S0

Ao
= ’w}ia % ..\/7“ //ﬁ“" /7}{ “.
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Artinya: Hai orang-orang yang beriman, sesungguhnya (meminum) khamar,
berjudi, (berkorban untuk) berhala, mengundi nasib dengan anak panah,
adalah perbuatan keji dan termasuk perbuatan setan. Maka jauhilah
perbuatan-perbuatan  itu agar kamu mendapat keberuntungan.
Sesungguhnya setan itu bermaksud hendak menimbulkan permusuhan dan
kebencian di antara kamu lantaran (meminum) khamar dan berjudi itu, dan

menghalangi kamu dari mengingat Allah dan shalat; maka berhentilah
kamu (dari mengerjakan perbuatan itu).

Ayat di atas diperkuat kembali oleh hadis Nabi Saw. yang menyatakan

bahwa:

2. o a5l ol Sen S5 G S JS7:J6 ZE W sy O JB jae pl 0
Artinya: “Dari lbnu Umar, ia berkata bahwa Nabi Saw. bersabda: Setiap yang
memabukkan adalah khamar dan setiap yang memabukkan adalah haram.

(H.R. Muslim).”
Istilah zat adiktif atau narkoba oleh para ulama kontemporer dimasukkan ke
dalam pembahasan mufattirat (pembuat lemah) atau mukhaddirat (pembuat mati
rasa). Para ulama sepakat tentang haramnya mengkonsumsi narkoba ketika bukan

dalam keadaan darurat. Ibnu Taimiyah rahimahullah berkata, “Narkoba sama halnya

%Abu Husain Muslim bin Al-Hajjaj, Sahih Muslim, Jilid II (Beirut: Dar al-Fikr), him. 965,
No. 85.
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dengan zat yang memabukkan diharamkan berdasarkan kesepakatan para ulama.
Bahkan setiap zat yang dapat menghilangkan akal, haram dikonsumsi walau tidak
memabukkan”.®

Adapun dalil-dalil yang mendukung haramnya zat adiktif atau narkoba adalah
ayat-ayat Alqur’an dan hadis nabi. Dalil dari ayat Alqur’an adalah:

1. Surat al-4 'rafayat 157.
_ P ) e Dl mﬂ - o84

Artinya: “Dan Allah menghalalkan bagi mereka segala yang baik dan
mengharamkan bagi mereka segala yang buruk”.
Setiap yang khabzs (bentuk tunggal dari khaba’is) terlarang dengan ayat ini.
Di antara makna khabis adalah yang memberikan efek negatif.

2. Surat al-Bagarah ayat 195.

2

2 T £ AT sy K0T g1 Koot 1,35 5 AT gl 3 1saesls

Artinya: “Dan janganlah kamu menjatuhkan dirimu sendiri ke dalam kebinasaan”.

3. Surat al-Nisa’ ayat 29.
Artinya: “Dan janganlah kamu membunuh dirimu; sesungguhnya Allah adalah

Maha Penyayang kepadamu”.

*1bn Taimiyah, Majmu’ al-Fatawa (Beirut: Dar al-Arabiyyah, 1978), jilid 34, him. 204.
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4. Surat al-Isra’ ayat 26-27.

P A N AT PRI T - R ki ST AR NP
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Artinya: “Dan janganlah kamu menghambur-hamburkan (hartamu) secara boros.
Sesungguhnya orang-orang yang pemboros itu adalah saudara setan, dan
setan itu sangat ingkar kepada Tuhannya”.

Tiga ayat di atas menunjukkan akan haramnya merusak ataupun
membinasakan diri sendiri serta larangan menghambur-hamburkan harta terutama
untuk sesuatu yang tidak bermanfaat. Sebagaimana diketahui secara umum bahwa
yang namanya zat adiktif atau narkoba sudah pasti dapat merusak fisik, psikis, dan
akal, serta dapat menguras habis uang yang dimiliki oleh seseorang.

Adapun dalil dari hadis adalah:

1. Hadis riwayat Ibnu Majah dari Ibnu ‘Abbas.

34.@\,,5%)1\ A0 9 a=le Qf\ o\j) .)‘j«fa ‘}Jj P N b J},w) JB IJLE uu\:,c Cﬁ‘ o

Artinya: “Dari Ibnu ‘Abbas ia berkata Rasulullah saw. bersabda: tidak boleh
memberikan dampak bahaya, tidak boleh memberikan dampak bahaya.
(H.R. Ibnu Majah dan disahihkan oleh Syaikh Al-Albani)”.
2. Hadis riwayat Tirmidzi dari Abu Hurairah.

S35 g b (3 58wk 5B o e 535 0 1B BB ) s s A1 o) Bm G e
et Wl g S0 3 olmny ody 3 afand dndd Jaib L 5f ey Il L 2 s 4

*lbnu Majah, Sunan lbnu Majah (Riyadl: Maktabah al-Mu’arif 1i al-Nasir Wa al-Tauri’),
him. 400, No. 2341.
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Artinya: Dari Abu Hurairah, Nabi Saw. bersabda: barangsiapa menjatuhkan dirinya
dari sebuah gunung sehingga membunuh dirinya, maka di dalam neraka
Jahannam dia (juga) menjatuhkan dirinya dari sebuah gunung. Dia akan
kekal di dalam neraka Jahannam selama-lamanya. Barangsiapa meminum
racun sehingga membunuh dirinya, maka racunnya akan berada di
tangannya. Dia akan meminumnya di dalam neraka Jahannam. Dia tinggal
di dalam neraka Jahannam selama-lamanya. Barangsiapa membunuh
dirinya dengan besi, maka besinya akan berada di tangannya. Di dalam
neraka Jahannam ia akan menikam perutnya. Dia akan tinggal di dalam

neraka Jahannam selama-lamanya. (H.R.Bukhari)

Dua hadis di atas menunjukkan bahwasanya seseorang dilarang berbuat darar
(bahaya/kerugian) terhadap diri sendiri maupun orang lain, apalagi jika sampai
membunuh dirinya sendiri. Perbuatan ini secara tegas diancam oleh Allah dan Rasul-
Nya dengan neraka Jahannam. Sebagaimana diketahui bahwa seseorang yang
mengkonsumsi zat adiktif atau narkoba pada dasarnya ia telah berbuat zalim terhadap
dirinya sendiri dan juga membahayakan orang lain.

Berdasarkan penjelasan di atas kiranya dapat diambil sebuah kesimpulan
bahwa zat adiktif memiliki dampak yang sangat berbahaya dan merugikan baik diri

sendiri maupun masyarakat, oleh karenanya para ahli maupun ulama

mengaharamkan zat adiktif untuk dikonsumsi.

2.3. Perlindungan Anak dalam Hukum Positif
Perlindungan anak adalah upaya atau segala kegiatan yang dilakukan untuk

menjamin dan melindungi anak dan hak-haknya agar dapat hidup, tumbuh,

*Abi ‘Abdillah Muhammad bin Ismail Al-Bukhari, al-Jami’ al-Sahih (al-Qahirah: Maktabah
al-Salafiyah), him. 51, No. 5778.
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berkembang, dan berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat
kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi.*

Berbicara mengenai perlindungan anak maka tak lepas dari pembicaraan
terkait hak-hak anak, bukan kewajiban anak, karena anak secara hukum belum
dibebani kewajiban. Sebagai negara yang berlandaskan Pancasila, serta menjunjung
tinggi nilai-nilai kebangsaan dan kemanusiaan, Indonesia memiliki banyak peraturan
yang secara tegas memberikan upaya perlindungan anak. Dalam Pasal 28B ayat (2)
Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia disebutkan “setiap anak berhak
atas keberlangsungan hidup, tumbuh, dan berkembang serta memperoleh
perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi”.

Kemudian berdasarkan Konvensi Hak Anak, ada empat macam prinsip umum
perlindungan anak yang menjadi dasar bagi setiap negara dalam menyelenggarakan
perlindungan anak, yaitu: Pertama, prinsip nondiskriminasi yang tercantum di dalam
Pasal 2 ayat (2) Konvensi Hak Anak “Negara-negara pihak akan mengambil semua
langkah yang perlu untuk menjamin agar anak dilindungi dari semua diskriminasi
atau hukuman yang didasarkan pada status, kegiatan, pendapat yang dikemukakan
atau keyakinan dari orang tua anak, walinya yang sah atau anggota keluarganya”.
Kedua, prinsip kepentingan terbaik bagi anak (best interest of the child). Prinsip ini
mengingatkan kepada semua penyelenggara perlindungan anak bahwa pertimbangan-
pertimbangan dalam pengambilan keputusan menyangkut masa depan anak, bukan

dengan ukuran orang dewasa. Ketiga, prinsip hak hidup, kelangsungan hidup, dan

*pasal 1 ayat (2), Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-
Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.
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perkembangan (the right to life, survival, and development), artinya negara harus
memastikan setiap anak akan terjamin kelangsungan hidupnya, karena hak hidup
adalah sesuatu yang melekat pada dirinya, bukan pemberian negara atau per orang.
Keempat, prinsip penghargaan terhadap pendapat anak (respect for the views of the
child), yaitu menegaskan bahwa anak memiliki otonomi kepribadian. Oleh sebab itu
anak tidak bisa dipandang dalam posisi yang lemah, menerima dan pasif, tetapi
sesungguhnya anak adalah pribadi otonom yang memiliki pengalaman, keinginan,
imajinasi, obsesi, dan aspirasi yang belum tentu sama dengan orang dewasa.*

Keempat prinsip di atas telah diadopsi dalam beberapa undang-undang negara
Republik Indonesia, di antaranya yaitu Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999
tentang Hak Asasi Manusia dan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang
Perlindungan Anak (UUPA), yang kemudian diperbaharui dengan Undang-Undang
Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun
2002 tentang Perlindungan Anak.

Secara khusus dalam Pasal 59 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun
2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang
Perlindungan Anak dinyatakan bahwa “Pemerintah, Pemerintah Daerah, dan
lembaga negara lainnya berkewajiban dan bertanggung jawab untuk memberikan
perlindungan khusus kepada anak”. Selanjutnya di dalam pasal yang sama ayat (2)

dijelaskan bahwasanya:

3"M. Nasir Djamil, Anak Bukan Untuk Dihukum, Cet. 3 (Jakarta: Sinar Grafika, 2015), him.
29.
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Perlindungan khusus kepada anak sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
diberikan kepada:

P00 T

O3 —xT o oSa ™

anak dalam situasi darurat;

anak yang berhadapan dengan hukum;

anak dari kelompok minoritas dan terisolasi;

anak yang dieksploitasi secara ekonomi dan/atau seksual;
anak yang menjadi korban penyalahgunaan narkotika, alkohol, psikotropika,
dan zat adiktif lainnya;

anak yang menjadi korban pornografi

anak dengan HIV/AIDS;

anak korban penculikan, penjualan, dan/atau perdagangan;
anak korban kekerasan fisik dan/atau psikis;

anak korban kejahatan seksual,

anak korban jaringan terorisme;

anak penyandang disabilitas;

.anak korban perlakuan salah dan penelantaran

anak dengan perilaku sosial menyimpang; dan
anak yang menjadi korban stigmatisasi dari pelabelan terkait dengan kondisi
orangtuanya.®

Di antara bentuk perlindungan khusus terhadap anak sebagaimana dimaksud

dalam Pasal 59 ayat (1) dapat dilakukan melalui upaya:

1.

N

Penanganan yang cepat, termasuk pengobatan dan/atau rehabilitasi secara
fisik, psikis, dan sosial, serta pencegahan penyakit dan gangguan kesehatan
lainnya;

. Pendampingan psikososial pada saat pengobatan sampai pemulihan;
. Pemberian bantuan sosial bagi anak yang berasal dari keluarga tidak

mampu; dan

. Pemberian perlindungan dan pendampingan pada setiap proses peradilan.®

Menurut Darwan Prinst, terkait perlindungan bagi anak yang berhadapan

dengan hukum yakni meliputi anak yang berkonflik dengan hukum dan anak korban

tindak pidana, maka sesuai dengan amanat Undang-Undang Perlindungan Anak,

terhadap mereka juga diberikan perlindungan dari sasaran penganiayaan dan

*pasal 59, Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang
Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.
*Ibid., Pasal 59A.



46

penyiksaan atau penjatuhan hukuman yang tidak manusiawi.” Dalam rangka
memberikan perlindungan terhadap anak dari penjatuhan hukuman yang tidak
manusiawi, maka dibentuklah Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang
Sistem Peradilan Pidana Anak sebagai pengganti dari Undang-Undang Nomor 3
Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak yang bertujuan agar dapat terwujud peradilan
yang benar-benar menjamin perlindungan kepentingan terbaik terhadap anak yang

berhadapan dengan hukum.

2.4. Perlindungan Anak dalam Hukum Islam

Jauh sebelum diundangkannya konvensi hak anak dan undang-undang
khususnya terkait perlindungan terhadap anak, Islam telah terlebih dahulu
menyuarakan tentang konsep perlindungan anak melalui ajaran mengenai hak-hak
anak yang terdapat di dalam Algur’an maupun hadis Nabi Saw. Menurut Darwan
Prinst hak-hak anak yang diatur di dalam Islam yang telah disebutkan dalam
Alqur’an secara umum ada 4 (empat).* Keempat hak anak tersebut adalah:

1. Hak anak dalam kandungan untuk memperoleh perlakuan yang baik, jaminan
dan perlindungan kesehatan. Hal ini dijelaskan dalam Q.S. al-Talaq ayat 6.
Ry 55 ol e Tsinad Ganilas ¥ i o wSL LS s Syl
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“*Darwan Prinst, Hukum Anak Indonesia (Bandung: PT Citra Aditya Bakti, 2003), him. 163.
“!bid., him. 19-20.
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Artinya: Tempatkanlah mereka (para istri) di mana kamu bertempat tinggal
menurut kemampuanmu dan janganlah kamu menyusahkan mereka untuk
menyempitkan (hati) mereka. Dan jika mereka (istri-istri yang sudah
ditalak) itu sedang hamil, maka berikanlah kepada mereka nafkahnya
sampai mereka melahirkan kandungannya, kemudian jika mereka
menyusukan (anak-anak)mu maka berikanlah imbalannya kepada mereka;
dan musyawarahkanlah di antara kamu (segala sesuatu) dengan baik; dan
jika kamu menemui kesulitan, maka perempuan lain boleh menyusukan
(anak itu) untuknya.

Ayat di atas menjelaskan bahwa seorang istri apabila ia telah ditalak sedang
la dalam keadaan hamil, maka suami tetap memiliki kewajiban untuk memberi
nafkah kepadanya dan anak yang ada dalam kandungannya sampai ia dilahirkan.
Bahkan anak tersebut masih memiliki hak nafkah dari sang ayah selama masa
pertumbuhannya sampai ia beranjak dewasa atau telah menikah. Hal ini menyiratkan
bahwa anak harus diperlakukan secara baik, dan segala tindakan yang berkaitan
dengannya harus terlebih dahulu dimusyawarahkan dan diputuskan berdasarkan

kepentingan si anak.

2. Hak untuk dilahirkan dan diterima secara senang oleh keluarga, baik itu
perempuan ataupun laki-laki, artinya tanpa adanya diskriminasi. Hal ini ditegaskan
dalam Q.S. al-Nahl ayat 58-59.
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Artinya: Dan apabila seseorang di antara mereka diberi kabar tentang (kelahiran)
anak perempuan, maka hitamlah (merah padamlah) dan dia sangat marah.
Dia menyembunyikan dirinya dari orang banyak, disebabkan buruknya
berita yang disampaikan kepadanya. Apakah dia akan memeliharanya
dengan penuh kehinaan ataukah dia akan menguburnya ke dalam tanah
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(hidup-hidup)? Ketahuilah! Alangkah buruknya apa yang mereka tetapkan
itu.

Ayat di atas menjelaskan bahwa Allah membenci perbuatan orang-orang
terdahulu yang tidak senang dan merasa hina jika dikaruniai anak perempuan,
bahkan sebahagian di antara mereka jika dianugerahi seorang anak perempuan, maka
mereka akan mengubur hidup-hidup anak tersebut. Dengan demikian, ayat ini secara
tidak langsung menyatakan bahwa anak harus diperlakukan secara adil tanpa adanya

diskriminasi baik ia perempuan ataupun laki-laki.

3. Hak anak untuk dijaga dengan baik, sewaktu dalam kandungan maupun
setelah lahir. Ini menegaskan bahwa Islam melarang aborsi yang sengaja dilakukan
tanpa adanya uzur atau indikasi medik (ilegal). Hal ini dijelaskan dalam Q.S. al-lIsra’

ayat 3.

32 a .

d o L= z

s Gas D B ) A s 2 plyais Sunl ik,

Artinya: “Dan janganlah kamu membunuh anak-anakmu karena takut kemiskinan!
Kamilah yang akan memberi rezeki kepada mereka dan juga kepadamu.
Sesungguhnya membunuh mereka adalah suatu dosa yang besar”.

Ayat di atas juga menjelaskan perihal larangan membunuh atau
menggugurkan janin karena faktor ekonomi yang tidak memadai, karena pada
dasarnya rezeki telah ditentukan oleh Allah, dan Allah akan meluaskan rezeki bagi
siapa yang la kehendaki. Jika menggugurkan janin (aborsi) karena merasa takut

miskin saja dianggap sebuah dosa besar, maka bagaimana pula jika aborsi tanpa

adanya uzur, tentu hal ini merupakan dosa besar yang juga dilarang.
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4. Hak mendapatkan pendidikan dan pengajaran, berdasarkan firman Allah

dalam Q.S. al-Tahrim ayat 6.
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Artinya: Wahai orang-orang yang beriman! Peliharalah dirimu dan keluargamu dari
api neraka yang bahan bakarnya adalah manusia dan batu; penjaganya
malaikat-malaikat yang kasar dan keras, yang tidak durhaka kepada Allah
terhadap apa yang telah Dia perintahkan kepada mereka dan selalu
mengerjakan apa yang diperintahkan.

Ayat di atas menerangkan bahwasanya sudah merupakan suatu kewajiban
bagi seorang muslim mengajarkan kepada keluarganya hal-hal yang difardukan oleh
Allah dan mengajarkan kepada mereka hal-hal yang dilarang oleh Allah yang harus
mereka jauhi. Dalam konteks hak anak, maka disini keluarga khususnya orang tua
berkewajiban memberikan pendidikan ataupun pengajaran bagi anak terutama
berkaitan dengan ilmu agama.

Dalam konsep magasid syari’ah®, hak-hak anak yang wajib dilindungi tidak
jauh berbeda dengan orang dewasa, para ulama menyebutnya dengan istilah magasid

al-khamsah*, dimana secara umum ini mencakup:

“2Yang dimaksud dengan magasid syari’ah ialah maksud atau tujuan-tujuan, hikmah,
darahasia dibalik penetapan hukum syariah, dimana tujuan utama disyariatkannya hukum Islam adalah
untuk kemaslahatan umat manusia, guna mewujudkan kebaikan sekaligus menghindarkan kesulitan
atau menarik manfaat dan menolak kemudharatan baik di dunia maupun di akhirat. Dikutip dari:
Syahrizal Abbas, Maqashid al-Syariah Dalam Hukum Jinayah di Aceh (Banda Aceh: Dinas Syariat
Islam Aceh, 2015), him. 10.

*Yang dimaksud dengan magasid al-khamsah ialah tujuan syariat untuk memelihara
(menjaga) unsur lima yang mesti ada demi terwujudnya kemaslahatan (al-maslahah) agama dan
dunia. Apabila hal ini tidak ada atau tidak dijaga, maka akan menimbulkan kerusakan (al-mafsadah)
bahkan hilangnya hidup dan kehidupan. Dikutip dari: Suparman Usman dan Itang, Filsafat Hukum
Islam (Serang: Laksita Indonesia, 2015), him. 156.
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a. Pemeliharaan atas hak beragama (hifzu al-dm);

b. Pemeliharaan hak atas jiwa (hifzu al-nafs);

c. Pemeliharaan atas akal (hifzu al- ‘agli);

d. Pemeliharaan atas keturunan/nasab (hifzu al-nasl) dan kehormatan (hifzu
ird).

e. Pemeliharaan atas harta (hifzu al-mal)*

Pada dasarnya seseorang yang melakukan perbuatan jarimah apabila ia
terbukti melakukan perbuatan tersebut, maka sudah sepantasnya ia mendapatkan
‘ugabat baik berupa had, 7a zir maupun gisas/diyat. Namun akan berbeda apabila
pelakunya adalah anak-anak. Khusus anak yang melakukan perbuatan jarimah, maka
di antara haknya adalah untuk tidak dihukum pidana sampai ia baligh atau dewasa.
Penentuan batas usia pemidanaan anak ini juga terlihat dari sebuah hadis riwayat
Baihagi yang berbunyi: “Seorang anak bila telah berusia 15 tahun, maka
diberlakukan hudad atasnya”.*

Berdasarkan penjelasan di atas, maka dapat disimpulkan bahwasanya Islam
sangat memperhatikan dan menjunjung tinggi hak-hak anak dalam segala aspek
kehidupan bahkan semenjak anak masih dalam kandungan. Segala tindakan yang
berkaitan dengan anak harus terlebih dahulu dimusyawarahkan dan diambil jalan
yang paling baik yaitu dengan mengedepankan kepentingan dan maslahat bagi anak,
karena anak adalah masa depan bangsa, negara, dan agama. Sebagaimana Kita

ketahui bersama bahwa pemuda hari ini adalah pemimpin di masa yang akan datang.

**Darwan Prinst, Hukum Anak..., him. 20.
**M. Nasir Djamil, Anak Bukan Untuk..., him. 20
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PENYALAHGUNAAN ZAT ADIKTIF OLEH ANAK DI BAWAH
UMUR DI KECAMATAN BLANGKEJEREN MENURUT
HUKUM POSITIF DAN HUKUM PIDANA ISLAM

3.1. Profil Kecamatan Blangkejeren

3.1.1 Keadaan geografis

Kecamatan Blangkejeren merupakan salah satu kecamatan di wilayah
Kabupaten Gayo Lues, Aceh, Indonesia yang sekaligus menjadi ibukota, pusat
ekonomi, dan pusat pemerintahan Kabupaten Gayo Lues. Kabupaten Gayo Lues
sendiri merupakan hasil pemekaran dari Kabupaten Aceh Tenggara yang diresmikan
dan ditetapkan pada tanggal 10 April 2002 berdasarkan Undang-Undang No. 4
Tahun 2002 tentang Pembentukan Kabupaten Aceh Barat Daya, Kabupaten Gayo
Lues, Kabupaten Aceh Jaya, Kabupaten Nagan Raya, dan Kabupaten Aceh Tamiang
, di Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam.' Pada awal terbentuknya sampai tahun
2006 Kabupaten Gayo Lues terdiri dari 5 (lima) kecamatan, 12 kemukiman, dan 69
desa. Akan tetapi terjadi perubahan sesuai Qanun Nomor 3 tahun 2007 tentang
Pemekaran dan Penggabungan Kampung dan Kecamatan, sehingga Kabupaten ini
menjadi terdiri atas 11 kecamatan, 25 kemukiman, dan 144 desa.’

Kecamatan Blangkejeren memiliki luas wilayah sekitar 170,37 km’ atau

sekitar 2,98 % dari total luas Kabupaten Gayo Lues dan secara administrasi terdiri

'Wikipedia, diakses melalui: https:/id.wikipedia.org/wiki/Kabupaten Gayo_Lues, pada
tanggal 11 Maret 2019 pukul 11.49 WIB.

’Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Gayo Lues, Rencana Pembangunan
Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Gayo Lues Tahun 2005-2025, him. 11.

51



https://id.wikipedia.org/wiki/Kabupaten_Gayo_Lues

52

atas 21 desa, dengan rincian 20 desa definitif dan 1 (satu) desa persiapan. Desa-desa
definitif adalah: Agusen, Bacang, Bukit, Bustanussalam, Cempa, Durin, Gele,
Kampung Jawa, Kota Blangkejeren, Kuta Lintang, Kute Sere, Leme, Lempuh, Palok,
Penampaan Toa, Penampaan Uken, Penggalangan, Porang, Raklunung, dan Sepang.
Sedangkan 1 (satu) desa persiapan adalah Sentang. Jarak tempuh masing-masing
desa menuju ibu kota kecamatan cukup bervariasi. Misalnya saja Desa Agusen yang
merupakan desa yang memiliki jarak tempuh terjaunh menuju ibu kota kecamatan
dibandingkan desa-desa lainnya. Desa ini harus menempuh jarak sekitar 20 km untuk
menuju ibu kota kecamatan. Sedangkan Desa Durin dan Kota Blangkejeren memiliki
jarak tempuh terdekat dengan jarak hanya sekitar 0,5 km. Sementara itu, jarak
tempuh 18 desa lainnya berkisar antara 1-20 km.

Secara umum wilayah administrasi Kecamatan Blangkejeren dibagi menjadi
3 (tiga) kemukiman yaitu Kemukiman Blang Perlombaan, Kemukiman Blang
Pegayon, dan Kemukiman Ujung Baro. Kemukiman Blang Perlombaan terdiri atas 5
(lima) desa yaitu Kota Blangkejeren, Kuta Lintang, Bustanussalam, Leme, dan
Sentang. Kemukiman Blang Pegayon terdiri atas 9 (sembilan) desa yaitu Desa
Penampaan, Penampaan Uken, Bukit, Bacang, Durin, Kampung Jawa, Porang, Rak
Lunung, dan Sepang. Sedangkan Kemukiman Ujung Baro terdiri atas 7 (tujuh) desa

yaitu Desa Gele, Agusen, Kute Sere, Cempa, Lempuh, Penggalangan, dan Palok.
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3.1.2. Kependudukan

Jumlah penduduk yang mendiami Kecamatan Blangkejeren berdasarkan desa
dan jenis kelamin, merujuk pada data terakhir yang penulis peroleh dari Badan Pusat
Statistik Kabupaten Gayo Lues tahun 2018 adalah sebagai berikut:

Tabel 3 - 1 : Jumlah Penduduk Menurut Desa dan Jenis Kelamin di Kecamatan
Blangkejeren Tahun 2017

Jumlah Penduduk
No. Desa ) .
Laki-laki | Perempuan | Jumlah Sex Ratio®

1 Palok 520 492 1.023 107,93
2 Penggalangan 783 764 1.547 102,49
3 Lempuh 345 351 696 98,29
4 Kute Sere 410 476 886 86,13
5 Cempa 141 132 273 106,82
6 Gele 759 827 1.586 91,78
7 Penampaan 826 824 1.650 100,24
8 Porang 558 562 1.120 99,29
9 Kota Blangkejeren 1.390 1.596 2.986 87,09
10 | Kampung Jawa 1.011 1.020 2.031 99,12
11 | Kuta Lintang 2.012 2.800 4.812 71,86
12 | Leme 426 452 878 94,25
13 | Bukit 471 502 973 93,82
14 | Durin 524 595 1.119 88,07
15 | Bacang 186 254 440 73,23
16 | Agusen 343 334 677 102,69

17 | Penampaan Uken 689 791 1.480 87,1
18 | Bustanussalam 843 969 1.812 87,00
19 | Sepang 142 132 274 107,58
20 | Raklunung 414 423 837 97,87
21 | Sentang 428 408 836 104,9
Tahun 2016 12.769 12.746 25.515 100,18
2017 13.232 14.704 27.936 89,99

(Sumber: Badan Pusat Statistik Kabupaten Gayo Lues)*

%Sex Ratio atau Rasio Jenis Kelamin adalah perbandingan antara jumlah penduduk laki-laki
dan jumlah penduduk perempuan di suatu daerah atau negara pada suatu waktu tertentu.
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Berdasarkan data di atas, diketahui bahwa pada tahun 2016 total penduduk
laki-laki dan perempuan di Kecamatan Blangkejeren adalah sejumlah 25.515 jiwa.
Sedangkan pada tahun 2017 total penduduk mencapai 27.936 jiwa. Dengan
demikian, dalam kisaran 1 (satu) tahun terjadi peningkatan jumlah penduduk yaitu
sebanyak 2.421 jiwa. Adapun desa dengan penduduk terpadat ditempati oleh Kota
Blangkejeren. Angka ini tentunya akan terus meningkat setiap tahunnya seiring
dengan tingkat kelahiran, kematian, dan urbanisasi penduduk di desa tersebut. Untuk
tahun 2018 dan 2019 sendiri, hingga saat tulisan ini dimuat, penulis belum
menemukan data terbaru atau ter-update dari Badan Pusat Statistik Kabupaten Gayo

Lues mengenai jumlah penduduk di Kecamatan Blangkejeren.

3.1.3. Pendidikan

Dalam hal pendidikan, infrastruktur dan tenaga pengajar merupakan unsur
utama yang harus ada dan menjadi penunjang dalam kegiatan pembelajaran. Adapun
infrastruktur atau sarana pendidikan yang terdapat di Kecamatan Blangkejeren
berupa: Taman Kanak-Kanak (TK)/Raudhatul Athfal (RA) yaitu sebanyak 7 (tujuh)
unit, Sekolah Dasar (SD)/Madrasah Ibtidaiyah (M) sebanyak 18 unit, Sekolah
Menengah Pertama (SMP)/Madrasah Tsanawiyah (MTs) sebanyak 9 (sembilan) unit,
Sekolah Menengah Atas (SMA)/Madrasah Aliyah (MA) sebanyak 3 unit, dan

Sekolah Luar Biasa (SLB) sebanyak 3 (tiga) unit.

“Badan Pusat Statistik Kabupaten Gayo Lues, Kecamatan Blangkejeren dalam Angka 2018
(Gayo Lues: Badan Pusat Statistik Kab. Gayo Lues), him. 37.
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Untuk rincian jumlah sekolah, jumlah murid, dan jumlah guru menurut

jenjang pendidikan akan dijelaskan dalam bentuk tabel di bawah ini.

Tabel 3 - 2 : Infrastruktur dan Tenaga Pengajar di Kecamatan Blangkejeren

Tahun 2017
Jenjang Pendidikan Jumlah Sekolah Jumlgh Jumlah Guru
Negeri Swasta Murid PNS Honorer

TK/RA 1 6 473 19 167
SD/MI 15 3 3.927 195 52
SMP/MTS 6 3 1.756 92 90
SMA/MA 2 1 1.640 94 91
SLB 0 3 38 4 14
Total 24 16 7.834 404 414

(Sumber: Badan Pusat Statistik Kabupaten Gayo Lues)®

Berdasarkan data statistik di atas, infrastruktur untuk menunjang pendidikan
di Kecamatan Blangkejeren bisa dikatakan cukup memadai. Selain itu, tenaga
pengajar yang tersedia untuk total 7.834 siswa bisa dikatakan cukup ideal, dengan
rasio perbandingan 1:9. Walaupun demikian, masih terlihat adanya penyebaran
tenaga pengajar yang tidak merata di setiap jenjang pendidikan.

Berdasarkan informasi di atas, maka dapat kita lihat bahwa jumlah murid
yang paling mendominasi di antara jenjang pendidikan adalah pelajar atau murid di
tingkat Sekolah Dasar (SD) yaitu sebanyak 3.927, dan murid dengan pelajar yang
paling minim yakni Sekolah Luar Biasa (SLB) dan Taman Kanak-Kanak (TK) atau
Raudhatul Athfal (RA) dengan total masing-masing 38 dan 473 murid. Sedangkan

untuk tingkat Sekolah Menengah Pertama (SMP)/Madrasah Tsanawiyah (MTs) dan

®Badan Pusat Statistik Kabupaten Gayo Lues, Kecamatan Blangkejeren..., him. 61-64.
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Sekolah Menengah Atas (SMA)/Madrasah Aliyah (MA) jumlah murid berada di

tengah-tengah (sedang), yakni berkisar antara 1600 s/d 1800 orang murid.

3.1.4. Kesehatan

Fasilitas Kesehatan merupakan salah satu sarana yang menjadi kebutuhan
dasar dalam masyarakat. Di Kecamatan Blangkejeren berdasarkan data yang penulis
peroleh, terdapat sebuah Pusat Kesehatan Masyarakat (Puskesmas) yang terletak di
Kota Blangkejeren, 6 (enam) unit Puskesmas Pembantu (Pustu), 21 Pusat Kesehatan
Desa (Poskesdes), 10 klinik, 22 pos persalinan, dan 21 apotik. Jika ditinjau dari
tenaga medis yang bekerja di wilayah Kecamatan Blangkejeren, terdapat 23 orang
dokter, 115 perawat, serta 107 Bidan Desa. Untuk institusi perawatan kesehatan
profesional, Kabupaten Gayo Lues memiliki 1 (satu) buah Rumah Sakit Umum
Daerah (RSUD) yang terletak di JI. Pangur-Sangir, Kecamatan Dabun Gelang.® Hal
ini dirasa cukup memadai, hanya saja mengingat Rumah Sakit Umum Daerah
(RSUD) Kabupaten Gayo Lues sendiri terletak cukup jauh dari pusat kota, apalagi
RSUD ini masih berstatus tipe C, tentunya ini menjadi hambatan tersendiri bagi
masyarakat Gayo Lues secara umum maupun masyarakat di Kecamatan

Blangkejeren khususnya.

®Ibid., him. 75-81.
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3.2. Bentuk-Bentuk Penyalahgunaan Zat Adiktif Oleh Anak-Anak di
Kecamatan Blangkejeren Kabupaten Gayo Lues

Adapun bentuk-bentuk penyalahgunaan zat adiktif berdasarkan penelitian
yang penulis lakukan dengan beberapa narasumber di Kecamatan Blangkejeren,
penulis menemukan bahwasanya ada 3 kategori penyalahgunaan yang kerap
dilakukan oleh anak-anak di kecamatan ini. Ketiga kategori ini meliputi:
penyalahgunaan inhalansia (gas yang dihirup) dan solven (zat pelarut),
penyalahgunaan minuman beralkohol, dan penyalahgunaan rokok. Masing-masing
kategori juga terdiri atas beberapa jenis zat yang berbeda. Agar lebih mudah untuk
dipahami, berikut penulis sajikan beberapa tabel bentuk penyalahgunaan zat adiktif

yang dilakukan oleh anak-anak di Kecamatan Blangkejeren.

1. Kategori I: Penyalahgunaan Inhalansia dan Solven
Pada kategori pertama, penulis menemukan 3 (tiga) buah kasus
penyalahgunaan zat adiktif yang dilakukan oleh anak-anak di kecamatan ini dengan
jenis zat yang berbeda. Untuk lebih jelasnya berikut akan penulis sajikan data dalam
bentuk tabel untuk mengetahui usia anak dan jenis zat yang disalahgunakan.

Tabel 3 - 3 : Data Penyalahguna Kategori |

Jenis
Penyalahguna’ Usia Jenis zat yang disalahgunakan
kelamin
BN 11 Tahun Laki-laki Lem fox

"Penyalahguna adalah anak yang melakukan penyalahgunaan zat adiktif. Dalam hal ini
digunakan inisial (bukan nama sebenarnya).
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IQ 12 Tahun Laki-laki Alkohol (etanol)

MD 12 Tahun Laki-laki Bensin

(Sumber: Data Primer| 2019)

Dari tabel di atas dapat diketahui bahwa ada tiga jenis zat adiktif kategori |
yang disalahgunakan oleh para penyalahguna, yakni alkohol (etanol), bensin, dan
lem. Adapun tata-cara penyalahgunaan yang dilakukan menurut keterangan salah
seorang narasumber dalam penelitian ini, dikatakan bahwa sebahagian dari mereka
menyalahgunakan zat adiktif kategori | dengan cara menghirup uapnya secara
langsung atau memasukkannya ke dalam bungkusan plastik berukuran kecil, bahkan
salah seorang di antaranya mengkombinasikan zat tersebut dengan rokok daun alih-
alih sebagai pengganti tembakau.

Dalam wawancara dengan penulis, Aina, salah seorang siswi SDN 5
Blangkejeren menjelaskan:

Kan ada rokok daun yang dulu biasanya dipakai kakek-kakek, dioleskannya
lem ke dalam rokok itu, terus dihisapnya, padahal biasanya kan tembakau
ditarok orang di dalamnya. Itu dia sendiri yang ngaku waktu ditanya sama
orang BNN. Bapak sama ibuk tu kan tau dia ciri-cirinya. Kalau yang alkohol tu
dik®, kan ada yang dipakek di rumah sakit tu, yang untuk bersihin luka, sisa-
sisanya itulah yang diambil sama orang ini dari tong sampah terus
dimasukkannya ke dalam rokok daun, sama kayak lem tadi, itu juga yang
dihisap. Ada yang sampai pingsan karena pakai ini.°

Demikian juga dengan anak yang melakukan penyalahgunaan zat adiktif jenis

bensin, ia menyatakan bahwa:

®ang dimaksud dik disini ialah penulis sendiri, dimana menurut tutur (panggilan
kekerabatan) dalam tradisi Suku Gayo apabila orang tua (ayah/ibu/kakek/nenek) dari saudara sepupu
lebih tua dari orang tua sendiri maka sepupu tersebut memanggil dengan sebutan dik walaupun secara
usia pada dasarnya ia lebih muda.

*Wawancara dengan Aina, salah seorang siswi di SDN 5 Blangkejeren, pada tanggal 19
Februari 2019 di Desa Kuta Lintang.
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“Ada juga dik yang ngaku menghirup bensin, karena memang awalnya gak tau
kan kalau bensin itu juga sebenarnya berbahaya, pertama iseng-iseng hirup
sekali dua kali katanya, habis itu udah ketagihan, tapi dia masukkannya ke
dalam plastik kecil tu dik, lewat itu dihirupnya.”*

2. Kategori II: Penyalahgunaan minuman beralkohol/miras
Pada kategori kedua, penulis juga menemukan 3 (tiga) anak yang menjadi
penyalahguna zat adiktif, hanya saja dengan jenis zat yang sama. Berikut data
masing-masing penyalahguna.

Tabel 3 - 4 : Data Penyalahguna Kategori 11

Penyalahguna Usia Jenis kelamin | Jenis zat yang disalahgunakan
ED 15 Tahun Laki-laki Tuak
RM 16 Tahun Laki-laki Tuak
TN 16 Tahun Laki-laki Tuak

(Sumber: Data Primer| 2019)

Menurut pemaparan Ibu Fitri selaku salah seorang pegawai Badan Narkotika
Nasional Kabupaten (BNNK) Gayo Lues, jenis minuman keras yang mengandung
alkohol yang digunakan oleh anak-anak di kecamatan ini cenderung lebih bersifat
tradisional.

“Pernah juga ketika kami sedang melakukan patroli, kami mendapati anak-
anak yang sedang minum tuak di bawah jembatan. Kalau wine atau bir dan
sebagainya kan mahal, mana sanggup mereka beli, makanya anak-anak

mungkin lebih memilih tuak karena lebih mudah didapat dan bahkan bisa
dibuat sendiri.”**

bid.
"wawancara dengan Ibu Fitri, Pegawai Badan Narkotika Nasional Kabupaten (BNNK) Gayo
Lues, pada tanggal 01 Oktober 2018 di kantor BNNK Kabupaten Gayo Lues.
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3. Kategori Ill: Penyalahgunaan Rokok
Dalam kasus penyalahgunaan rokok, berdasarkan penelitian yang penulis
lakukan di lapangan, penulis menemukan 2 (dua) orang anak yang sama-sama
menggunakan rokok, hanya saja dengan jenis rokok yang berbeda, yaitu rokok biasa
(rokok tembakau) dan e-rokok atau vape baik asli maupun buatan.

Tabel 3 - 5 : Data Penyalahguna Kategori 111

Penyalahguna Usia Jenis Kelamin | Jenis zat yang disalahgunakan

Rokok Tembakau dan Vape
WT 17 Tahun Laki-laki
(Rokok elektrik)

MH 9 Tahun Laki-laki Vape Buatan

(Sumber: Data Primer| 2019)

Berdasarkan keterangan salah seorang guru serta murid di SDN 6
Blangkejeren, penulis menemukan bahwasanya anak-anak sekarang bukan hanya
menggunakan rokok tembakau biasa, bahkan mereka sudah mulai mengetahui dan
menggunakan e-rokok atau vape yang dijual di pasaran. Akan tetapi, karena vape
jenis ini harganya cukup mahal dan sudah terkena beacukai. Akibatnya mereka mulai
mencari cara dan mulai memodifikasi sendiri vape tersebut.*

Sebagaimana kita ketahui bahwa pada dasarnya vape terdiri dari 3 (tiga)
komponen utama yaitu: baterai, elemen pemanas, dan tabung yang berisi cairan
(cartridge). Vape buatan ini diciptakan dari sebuah fitting lampu yang kemudian

dirangkai sedemikian rupa menggunakan baterai atau dibakar untuk menghasilkan

\Wawancara dengan lbu Fira, Guru Sekolah Dasar Negeri (SDN) 6 Blangkejeren, pada
tanggal 12 September 2018 di Blangkejeren.
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arus listrik. Sebagai pengganti tabung yang berisi cairan (cartridge), mereka
menggunakan kapas yang telah ditetesi aneka cairan atau liquid seperti minyak kayu
putih, minuman frutamin, ale-ale, cappuchino dan lain-lain. Hal ini tentunya lebih
berbahaya karena segala sesuatu yang dapat diminum atau digunakan pada tempat
tertentu, belum tentu baik ketika dikonsumsi dengan cara dibakar atau dipanaskan
apalagi sampai dihisap.*

Dengan demikian, berdasarkan pemaparan di atas penulis mencoba menarik
kesimpulan terkait bentuk-bentuk penyalahgunaan zat adiktif yang dilakukan oleh
anak-anak di Kecamatan Blangkejeren sebagai berikut. Adapun jenis zat yang
disalahgunakan oleh anak-anak di kecamatan ini yaitu: lem fox, alkohol, bensin,
tuak, rokok, dan vape. Kesimpulan ini berdasarkan pada beberapa kasus yang penulis
temukan di lapangan. Berikut penulis sajikan jumlah kasus penyalahgunaan zat
adiktif dalam bentuk tabel di bawah ini.

Tabel 3-6: Jumlah Kasus Penyalahgunaan Zat Adiktif Berdasarkan Jenis
Zat Yang Disalahgunakan

No. Jenis Zat Yang Disalahgunakan Jumlah Kasus
1. Lem fox 1
2. Alkohol/etanol 1
3. Bensin 1
4. Tuak 3

B\Wawancara dengan dr. Idar Sayu Putri dan salah seorang petugas kesehatan masyarakat di
Puskesmas Kecamatan Blangkejeren, pada tanggal 11 November dan 05 Oktober 2018 di
Blangkejeren.
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5. Rokok Tembakau 1
6. Vape/Vapor 1
Jumlah 8

(Sumber: Data Lapangan Yang Diolah| 2019)

Berdasarkan data pada tabel di atas dapat disimpulkan bahwa jumlah kasus
penyalahgunaan zat adiktif yang dilakukan oleh anak-anak di Kecamatan
Blangkejeren meliputi (tiga) kategori, yaitu: penyalahgunaan zat adiktif kategori |
berupa inhalansia dan solven, kategori Il berupa minuman beralkohol/miras, dan
kategori I11 berupa rokok tembakau dan vape (e-rokok).

Selanjutnya untuk mengetahui usia anak yang melakukan penyalahgunaan zat
adiktif di Kecamatan Blangkejeren, dapat dilihat dari tabel di bawabh ini.

Tabel 3 - 7 : Usia Anak Yang Melakukan Penyalahgunaan Zat Adiktif di
Kecamatan Blangkejeren Kabupaten Gayo Lues

Jumlah Anak
No. Rentang Usia
Penyalahguna
1. 7 s/d 11 Tahun 2
2. 12 s/d 15 Tahun 3
3. 16 s/d 18 Tahun 3
Jumlah 8

(Sumber: Data Lapangan Yang Diolah| 2019)
Dari data pada tabel di atas, diketahui bahwa sebagian besar anak yang
melakukan penyalahgunaan zat adiktif di Kecamatan Blangkejeren adalah berkisar

antara usia 12 tahun sampai dengan 18 tahun. Hal ini berdasarkan wawancara dengan
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guru, siswa, dan pegawai Badan Narkotika Nasional Kabupaten (BNNK) Gayo Lues
di Kecamatan Blangkejeren.

Kemudian untuk mengetahui pendidikan anak yang melakukan
penyalahgunaan zat adiktif seperti yang telah disebutkan sebelumnya, dapat dilihat
pada tabel berikut ini.

Tabel 3 - 8 : Jenjang Pendidikan Anak Yang Melakukan Penyalahgunaan Zat
Adiktif di Kecamatan Blangkejeren Kabupaten Gayo Lues

Jumlah Anak
No. Jenjang Pendidikan
Penyalahguna
1 SD 4
2. SMP 3
3 SMA -
Jumlah 8

(Sumber: Data Lapangan Yang Diolah| 2019)

Berdasarkan data pada tabel di atas, diketahui bahwa dari sejumlah kasus
yang penulis temukan, mayoritas anak yang melakukan penyalahgunaan zat adiktif
didominasi oleh anak dengan jenjang pendidikan Sekolah Dasar (SD) dan (Sekolah
Menengah Pertama (SMP).

3.3. Penyalahgunaan Zat Adiktif Oleh Anak di Bawah Umur Menurut Hukum
Positif
Dalam hukum positif Indonesia, yang dikategorikan sebagai anak ialah

seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih
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dalam kandungan. Perihal anak yang berkonflik dengan hukum (ABH), Undang-
Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak (UU SPPA)
menyatakan bahwa yang dimaksud dengan anak disini ialah seseorang yang telah
berumur 12 (dua belas) tahun tetapi belum berumur 18 (delapan belas) tahun yang
diduga melakukan tindak pidana.

Secara umum, perbuatan-perbuatan anak yang secara yuridis dikategorikan
melawan hukum dapat diidentifikasikan sebagai berikut:

1. Perbuatan dilakukan oleh anak-anak

2. Perbuatan itu melanggar aturan atau norma

3. Perbuatan itu merugikan bagi perkembangan si anak tersebut. *°
Ketiga unsur di atas harus dipenuhi untuk dapat diklasifikasikan sebagai suatu

perbuatan pidana yang dilakukan oleh anak. Menurut Moedikdo sebagaimana dikutip
oleh Simanjuntak, setidaknya terdapat tiga kategori perbuatan yang masuk dalam
klasifikasi kenakalan anak atau Juvenile Delinguency, yaitu:

a. Semua perbuatan yang dilakukan oleh orang dewasa sementara perbuatan itu
menurut ketentuan hukum normatif adalah perbuatan pidana, seperti mencuri,
menganiaya dan lain sebagainya.

b. Semua perbuatan atau perilaku yang menyimpang dari norma tertentu atau

kelompok tertentu yang dapat menimbulkan kemarahan dalam masyarakat.

Ypasal 1, Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang
Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.

“Noercholis Rafid dan Saidah, “Sanksi Pidana Bagi Anak yang Berhadapan Dengan Hukum
Perspektif Fikih Jinayah”, Jurnal Al-Ma’iyah, Vol. 11, No. 2, Juli-Desember 2018, him. 321- 341.
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c. Semua aktifitas yang pada dasarnya membutuhkan perlindungan sosial,
semisal gelandangan, mengemis dan lain sebagainya. *°

Berdasarkan penjelasan di atas, maka perbuatan menyalahgunakan zat adiktif
yang dilakukan oleh anak di bawah umur dapat dikategorikan sebagai perbuatan
nakal yang bertentangan dengan norma hukum dan sosial. Selain itu, perbuatan ini
memerlukan perlindungan sosial atasnya, agar tujuan kesejahteraan terhadap anak
dapat tercapai sebagaimana yang diamanatkan oleh undang-undang.

Menurut UU SPPA, seorang pelaku tindak pidana anak dapat dikenakan dua
jenis sanksi, yaitu sanksi pidana dan sanksi tindakan. Keduanya mempunyai
kedudukan yang sama, namun berbeda baik dari ide dasar, landasan filosofis yang
melatarbelakanginya maupun tujuannya.

Sanksi pidana merupakan jenis pidana yang paling banyak digunakan di
dalam menjatuhkan hukuman terhadap seseorang yang dinyatakan bersalah
melakukan perbuatan pidana. Sanksi pidana diartikan sebagai suatu nestapa atau
penderitaan yang ditimpakan kepada seseorang yang bersalah melakukan perbuatan
yang dilarang oleh hukum pidana, dengan adanya sanksi tersebut diharapkan agar
tidak melakukan tindak pidana. Pengertian tentang sanksi pidana menurut Herbert L.
Packer dalam bukunya The Limits of Criminal Sanction yang dikutip oleh Noercholis
dan Saidah adalah:

“Criminal punishment means simply any particular disposition or the range or

permissible disposition that the law authorizes (or appears to authorize) in

Ibid.
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cases of person who have been judged through the distinctive processes of the
criminal law to be guilty of crime.”” (Sanksi pidana secara sederhana berarti
sebuah penempatan atau tindakan tertentu yang diizinkan atau disahkan oleh
hukum dalam sebuah kasus yang telah dihakimi melalui proses hukum pidana

tertentu terhadap seseorang yang dinyatakan bersalah atas sebuah kejahatan).

Sanksi tindakan diartikan sebagai pemberian suatu hukuman yang sifatnya

tidak menderitakan, tetapi mendidik dan mengayomi. Tindakan ini dimaksudkan

untuk mengamankan masyarakat dan memperbaiki pembuat, seperti pendidikan

paksa, pengobatan paksa, memasukkan ke dalam rumah sakit dan lain-lainnya.*®

Adapun jenis-jenis sanksi pidana dan sanksi tindakan sebagaimana tercantum

di dalam Pasal 71 dan 82 UU SPPA adalah sebagai berikut:

1.

Sanksi pidana

a. Pidana pokok, yaitu berupa pidana peringatan; pidana dengan syarat yang
terdiri atas: pembinaan di luar lembaga, pelayanan masyarakat, atau
pengawasan; pelatihan kerja; pembinaan dalam lembaga; dan penjara.

b. Pidana tambahan, berupa perampasan keuntungan yang diperoleh dari
tindak pidana; atau pemenuhan kewajiban adat.

Sanksi tindakan, dapat berupa pengembalian kepada orang tua/wali;

penyerahan kepada seseorang; perawatan di rumah sakit jiwa; perawatan di

LPKS; kewajiban mengikuti pendidikan formal dan/atau pelatihan yang

Ylbid.
¥1bid.
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diadakan oleh pemerintah atau badan swasta; pencabutan surat izin

mengemudi; dan/atau perbaikan akibat tindak pidana.

Adapun sanksi yang dapat dijatuhkan terhadap anak dalam UU SPPA
ditentukan berdasarkan perbedaan umur. Dalam Pasal 69 ayat (2) UU SPPA
dinyatakan bahwa “Anak yang belum berusia 14 (empat belas) tahun hanya dapat
dikenai sanksi tindakan”. Dengan demikian anak hanya dapat dikenai sanksi pidana
ketika ia telah berusia 14 sampai dengan 18 tahun. Sedangkan untuk anak yang
berusia di bawah 12 tahun undang-undang menentukan lain yaitu seperti yang
tercantum di dalam Pasal 21 UU SPPA.

Dalam hal anak belum berumur 12 (dua belas) tahun melakukan atau diduga

melakukan tindak pidana, Penyidik, Pembimbing Kemasyarakatan, dan Pekerja

Sosial Profesional mengambil keputusan untuk:

a. menyerahkannya kembali kepada orangtua/wali; atau

b. mengikutsertakannya dalam program pendidikan, pembinaan, dan
pembimbingan di instansi pemerintah atau LPKS di instansi yang

menangani bidang kesejahteraan sosial, baik di tingkat pusat maupun
daerah, paling lama 6 (enam) bulan.

Berdasarkan ketentuan di atas, maka dapat diambil sebuah kesimpulan bahwa
anak-anak yang melakukan penyalahgunaan zat adiktif di Kecamatan Blangkejeren
Kabupaten Gayo Lues dapat dikenakan sanksi baik berupa tindakan maupun sanksi

pidana dalam hal ini bergantung kepada umur dan kepentingan si anak.

3.4. Penyalahgunaan Zat Adiktif Oleh Anak di Bawah Umur Menurut Hukum
Islam

Hukum Pidana Islam mengatur bahwasanya suatu perbuatan dapat
dikategorikan sebagai jarimah yang dapat dijatuhi ‘ugqubat apabila telah memenuhi

unsur-unsur umum, yaitu:
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1. Unsur formil (rukn syar 1), yaitu adanya nas yang melarang tindak pidana dan
ada pula sanksi hukumnya.

2. Unsur materil (rukn maddsi), yaitu adanya perbuatan yang berbentuk jarimah,
baik berupa perbuatan atau sikap tidak berbuat.

3. Unsur moril (rukn ‘adabt), maksudnya pelaku tindak pidana tersebut adalah
orang yang mukallaf (cakap hukum), yaitu orang yang dapat dimintai
pertanggung jawaban pidana atasnya. *°
Berdasarkan ketentuan di atas, maka seorang anak tidaklah dapat dijatuhi

hukuman atau sanksi pidana karena ia belum memenuhi salah satu dari tiga unsur
yakni unsur moril, di mana seorang anak dianggap tidak mampu bertanggung jawab
atas perbuatan jahat atau pelanggaran yang telah dilakukannya. Hal ini senada
dengan pernyataan Rasulullah Saw. dalam sebuah hadis riwayat Abu Daud dari Ali
AS.
G o) o8 g cBiaey 2= U et e WAl 18 JB ) e @Ol alde e e
DM 3 Ol o g olat
Artinya: “Dari Ali AS, Nabi Saw. bersabda: diangkat pembebanan hukum dari tiga
(jenis orang): orang tidur sampai ia bangun, anak kecil sampai ia baligh,

dan orang gila sampai ia sembuh. (H.R. Abu Dawud)”.

YMustofa Hasan & Beni Ahmad Saebani, Hukum Pidana Islam (Figh Jinayah) (Bandung:
Pustaka Setia, 2013), him. 84.
“Abu Daud, Sunan Abi Dawud (Riyadl: Maktabah Al-Mu’arif li al-Nasir wa at-Taur?’, T.th.),

him. 790, No. 4403.
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Menurut Abdul Qadir Audah, pertanggungjawaban pidana dalam syariat

Islam terdiri atas dua unsur yaitu kemampuan berpikir (idrak) dan pilihan (ikhtiar).
Para fugaha’ cenderung membagi batas usia seseorang dalam menentukan dapat
tidaknya ia dimintai pertanggungjawaban pidana serta sanksi apa yang sesuai dan
cocok untuk diberikan kepadanya. Pembagian ini berdasarkan pada kemampuan
berpikir atau intelejensi serta kemampuan berkehendak seseorang. Para ulama
menyatakan ada 3 (tiga) fase atau tingkatan kehidupan yang dilalui manusia, yaitu:

1. Masa ketidakmampuan berpikir

2. Masa kemampuan berpikir lemah

3. Masa kemampuan berpikir sempurna.?*

Ad. 1. Masa ketidakmampuan berpikir

Masa ketidakmampuan berpikir adalah masa dimana seseorang disebut belum
baligh atau belum mumayyiz.”> Masa ini bermula dari semenjak lahirnya seseorang
sampal ia mencapai usia 7 (tujuh) tahun. Pada masa ini anak umumnya dipandang
belum mampu membedakan mana yang baik dan buruk. Oleh karena itu, jika seorang
anak melakukan jarimah sebelum mencapai usia 7 (tujuh) tahun maka tidak
dikenakan sanksi pidana atasnya, begitupun sanksi pengajaran atau ta’dib. Anak
tersebut dikembalikan pada orangtuanya untuk dididik lebih keras lagi dan diawasi

secara ketat. Meskipun pada masa ini seseorang tidak dikenai sanksi pidana bukan

2! Abdul Qadir Audah, At-Tasyri' al-Jind'i al-Islamiy Mugaranan bi al-Qaniin al-Wad'iy Terj.
Ensiklopedi Hukum Pidana Islam, Disunting oleh Ahsin Sakho Muhammad dkk, Jilid Il (Bogor: PT
Kharisma llmu, T.th), him. 255-259.

2Yang dimaksud dengan mumayyiz ialah anak yang sudah mencapai usia dimana anak sudah
bisa membedakan mana hal yang baik atau bermanfaat baginya dan mana hal yang buruk atau
membahayakan dirinya.
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berarti terlepas tanggung jawab. Anak tersebut tetap dimintai pertanggungjawaban
secara perdata yaitu berupa ganti kerugian yang dibebankan kepada orangtuanya.
Karena pada dasarnya kaidah dalam syariat Islam menyatakan bahwa harta dan
nyawa dijamin keselamatannya dalam syarak. Hal ini sesuai dengan magasid

syari’ah yaitu menjaga nyawa dan harta.*®

Ad. 2. Masa kemampuan berpikir lemah

Masa kemampuan berpikir lemah dimulai pada usia 7 (tujuh) tahun sampai ia
baligh. Masa ini dikenal dengan istilah mumayyiz. Secara umum, mayoritas ulama
membatasinya pada usia 15 tahun. Apabila seorang anak telah menginjak usia
tersebut, ia dianggap telah dewasa secara hukum meskipun dia belum dewasa dalam
arti yang sebenarnya.

Adapun hukuman bagi anak kecil mereka adalah hukuman untuk mendidik
murni (ta 'dibiyyah khalisah), bukan hukuman pidana. Ini karena anak kecil bukan
orang yang pantas menerima hukuman. Hukum Islam tidak menentukan jenis
hukuman untuk mendidik yang dapat dijatuhkan kepada anak kecil pada masa ini.
Hukum Islam memberikan hak kepada waliy al-amr (penguasa) untuk menentukan
hukuman yang sesuai menurut pandangannya. Para fugaha’ menerima pemukulan
dan pencelaan sebagai bagian dari hukuman untuk mendidik.

Pemberian hak kepada penguasa untuk menentukan hukuman agar ia dapat
memilih hukuman yang sesuai bagi anak kecil di setiap waktu dan tempat. Dalam

kaitan ini, penguasa berhak menjatuhkan hukuman seperti: memukul si anak,

ZAbdul Qadir Audah, At-Tasyri' al-Jina'i al-Islamiy..., 1bid.
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menegur/mencelanya, menyerahkannya kepada waliy al-amr (penguasa) atau orang
lain, menaruhnya pada tempat rehabilitasi anak atau sekolah anak-anak nakal,
menempatkannya di suatu tempat pengawasan khusus, dan lain-lain.

Jika hukuman bagi si anak dipandang sebagai hukuman untuk mendidik
(ta 'dibiyyah), bukan hukuman pidana, maka seyogyanya ia tidak dianggap sebagai
residivis ketika ia kembali melakukan tindak pidana yang pernah dilakukan sebelum
baligh pada waktu ia telah baligh. Ketentuan inilah yang membantunya untuk

menjalani jalan yang lurus dan memudahkannya untuk melupakan masa lalu. #

Ad. 3. Masa kemampuan berpikir sempurna

Masa kemampuan berpikir sempurna dimulai pada usia 15 tahun berdasarkan
kesepakatan ulama secara umum atau mencapai usia 18 tahun seperti batasan yang
diberikan oleh Abu Hanifah dan Imam Malik. Pada masa ini seseorang yang
melakukan jarimah akan diberikan sanksi pidana atas perbuatannya. Jika dia
melakukan zina atau mencuri maka dikenai sanksi hudad, jika dia melakukan
perbuatan yang dikenai sanksi gisas maka akan dikenai gisas atas perbuatannya.
Terjadinya perbedaan ulama dalam menetapkan batasan usia anak dikarenakan tidak
adanya nas Alqur’an yang membatasi batasan umur bagi anak-anak. Dalil yang
secara umum hanyalah mengatur agar anak dijaga, dirawat, dan dididik sampai anak

itu menikah.®

“bid.
®1bid.
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Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa anak yang melakukan jarimah
dalam hal ini terkait penyalahgunaan zat adiktif berdasarkan ketentuan di atas maka
dapat ditetapkan beberapa tindakan terhadapnya yaitu dikembalikan pada orang
tuanya untuk dididik lebih keras, diberikan sanksi berupa pengajaran atau nasihat
atau ra’zir, dan apabila ia telah baligh dapat diberikan sanksi sesuai dengan

ketentuan nas terkait perbuatan jarimah yang ia lakukan.



BAB EMPAT
PENUTUP

4.1. Kesimpulan

Berdasarkan data yang berhasil dikumpulkan di lapangan serta analisis yang

penulis lakukan, maka dapat ditarik suatu kesimpulan guna menjawab pertanyaan

penelitian yang diajukan dalam masalah pada penelitian ini. Adapun kesimpulan dari

penelitian dan pembahasan berkaitan dengan penyalahgunaan zat adiktif oleh anak di

bawah umur meliputi:

1.

Penyalahgunaan zat adiktif yang kerap dilakukan oleh anak-anak di
Kecamatan Blangkejeren adalah berupa penyalahgunaan lem fox, bensin, dan
alkohol/etanol yang termasuk ke dalam kategori inhalansia dan solven.
Adapun cara penggunaannya yaitu dengan cara dihirup secara langsung atau
dengan terlebih dahulu dimasukkan ke dalam kantong plastik berukuran
kecil, bahkan ada pula yang mengkombinasikannya dengan rokok daun.
Selain itu, mengkonsumsi minuman beralkohol seperti tuak, mengkonsumsi
rokok tembakau, dan penggunaan vape (e-rokok) asli maupun buatan juga
sering dilakukan oleh anak-anak di Kecamatan Blangkejeren.

Berkaitan dengan anak yang menjadi penyalahguna zat adiktif, undang-
undang hanya mengatur perihal anak yang berhadapan dengan hukum.
Ketentuan ini terdapat dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang
Sistem Peradilan Pidana Anak. Berdasarkan undang-undang tersebut anak

dapat dijatuhi sanksi tindakan dan sanksi pidana. Sanksi tindakan berbentuk
73
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pengawasan, rehabilitasi, kerja sosial dan lain-lain. Sedangkan sanksi pidana
dapat berbentuk pembayaran denda, penjara dan lain-lain. Namun,
bagaimanapun sanksi pidana tetaplah diterapkan sebagai obat terakhir atau
ultimum remedium bagi anak, mengingat anak adalah aset negara yang perlu
dilindungi. Menurut hukum Islam, penyalahgunaan zat adiktif yang dilakukan
oleh anak di bawah umur tidak bisa dikenai hukuman kecuali bersifat
mendidik atau pengajaran, walaupun demikian anak-anak tetap harus diawasi
dalam hal ini anak perlu diberikan rehabilitasi baik sosial maupun medis. Jika
pun telah dilakukan berbagai macam pengajaran maupun didikan, namun si
anak tetap melakukan perbuatan serupa maka berdasarkan kemaslahatan
terhadap anak dan lingkungannya maka anak dapat dikenakan sanksi berupa
ta’zir yang sejatinya dapat ditentukan oleh ulil amri atau pemerintah.
Dengan demikian, jelaslah bahwa aturan mengenai penjatuhan hukuman atau
pemidanaan bagi anak di dalam hukum pidana Islam maupun hukum positif
tidaklah jauh berbeda, artinya keduanya sama-sama menempatkan anak
dalam posisi khusus yang harus dilindungi dan sedapat mungkin menjauhkan
anak dari pemberian sanksi yang bersifat tidak mendidik. Perbedaan konsep
pemidanaan dari keduanya hanya terletak pada dasar hukum serta batasan

usia anak yang dijadikan acuan dalam penjatuhan hukuman.
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4.2. Saran-Saran

Adapun saran-saran yang perlu diajukan terkait dengan masalah

penyalahgunaan zat adiktif adalah:

1.

Harus ada upaya yang terpadu dan sungguh-sungguh dari semua pihak dan
seluruh  komponen masyarakat untuk menanggulangi dan mencegah
terjadinya penyalahgunaan segala macam zat adiktif di dalam masyarakat
karena akibat yang ditimbulkan sangat merugikan bagi keutuhan,
kelangsungan, dan kemajuan suatu bangsa.

Diharapkan kepada aparat Kepolisian, Dinas Kesehatan, dan Badan Narkotika
Nasional (BNN) untuk lebih meningkatkan frekuensi penyuluhan hukum bagi
masyarakat tentang bahaya dari penggunaan zat adiktif dengan cara
sosialisasi, pengadaan spanduk, maupun training atau pelaksanaan kegiatan-
kegiatan positif dalam rangka mengisi waktu luang anak. Selain itu,
pemeriksaan secara menyeluruh oleh Puskesmas atau dinas kesehatan lain
pada setiap rumah dan penangan khusus bagi anak yang sudah terlanjur
menjadi penyalahguna zat adiktif juga perlu kiranya untuk dilakukan.
Diharapkan pula kepada orang tua agar mengasuh dan mendidik anak-
anaknya dengan baik, memberinya pendidikan agama, memberikan perhatian
kepadanya dan memperhatikan lingkungan pergaulan anak, agar si anak tidak
terjerumus dalam penyalahgunaan zat adiktif dan perbuatan-perbuatan tercela

lainnya.
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4. Pemerintah perlu segera merumuskan aturan hukum yang secara Khusus
mengatur masalah penanganan penyalahgunaan zat adiktif di kalangan anak.
Demikianlah beberapa kesimpulan dan saran yang dapat penulis ajukan,

semoga ada manfaatnya dan mendapat perhatian yang maksimal dari semua pihak

yang terkait.
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Alamat : Tanjung Selamat, Darussalam

Lk

adalah benar mahasiswa Fakultas Syari’ah dan Hukum UIN Ar-Raniry Banda
Aceh terdaftar pada Semester Ganjil Tahun Akademik 2018/2019, dan sedang
menyusun Proposal yang berjudul, "Tinjauan Hukum Islam Terkait Peran
Masyarakat Dalam Menanggulangi Tindakan Penyalahgunaan Zat Adiktif
oleh Anak di Kecamatan Blangkejeren'' maka kami mohon kepada Bapak/Ibu
untuk dapat memberikan data-data serta penjelasan seperlunya yang
berhubungan dengan Judul tersebut diatas.

Demikian, atas bantuan dan kerja sama yang baik kami haturkan terimzkaﬁb.
4

Wassalam
a.n. Dekan
Wakil Dekan I,

bar?



Lampiran 3

DAFTAR PERTANYAAN WAWANCARA

1. Apakah saudara/i mengetahui apa itu zat adiktif atau narkoba?

2. Apakah saudara/i pernah melihat atau sekurang-kurangnya mengetahui
tentang anak yang menggunakan zat adiktif atau narkoba? Jika pernah,
dimana? dan jika mengetahui, dari siapa?

3. Berapa usia anak yang menyalahgunakan zat adiktif tersebut?

4. Zat adiktif jenis apa yang biasa ia gunakan?

5.  Mengapa ia menggunakan zat adiktif tersebut?

6. Apakah orang tuanya mengetahui bahwa ia menggunakan zat adiktif atau
tidak? serta bagaimana tanggapan mereka terhadap anaknya tersebut?

7. Bagaimana pula tanggapan saudara/i mengenai anak yang menyalahgunakan

zat adiktif ini?



Nama

RIWAYAT HIDUP PENULIS

Tempat/Tanggal Lahir

Jenis Kelamin
Pekerjaan/NIM

Agama
Kebangsaan/Suku
Status
Alamat
Nama Orang Tua / Wali
a. Ayah
b. Pekerjaan
c. lbu
d. Pekerjaan
e. Alamat
Pendidikan
a. Sekolah Dasar
b. SMP
c. SMA
d. Perguruan Tinggi

Nida Ul Fadhila

Kutacane/20 Juni 1997

Perempuan

Mahasiswi/150104050

Islam

Indonesia/Aceh-Gayo

Belum kawin

JI. Pasar Lama, No.137, Kota Blangkejeren, Kec.
Blangkejeren Kab. Gayo Lues, Aceh

Muslim

Wiraswasta

Zubaidah

Ibu Rumah Tangga

JI. Pasar Lama, No.137, Kota Blangkejeren, Kec.
Blangkejeren Kab. Gayo Lues, Aceh

SDN 1 Blangkejeren tahun 2003 s/d 2009

MTs.S Jeumala Amal tahun 2009 s/d 2012

MA Jeumala Amal tahun 2012 s/d 2015

Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam
Negeri (UIN) Ar-Raniry tahun 2015 s/d sekarang

Banda Aceh, 2 Juni 2019

Nida Ul Fadhila



